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ABSTRAK 
 
ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR 
(STUDI KASUS PASAR TERONG DAN PASAR BUTUNG KOTA MAKASSAR) 
 
ANALYSIS OF THE POTENTIAL MARKET AND EFFECTIVENESS OF 
REVENUE LEVY (CASE STUDY TERONG MARKET AND BUTUNG MARKET 
IN MAKASSAR CITY) 
 
Dewantara 
 H. Abdul Hamid Paddu 
Bakhtiar Mustari 
 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskripsi pada Pasar Terong dan Pasar 
Butung. Penelitian ini bertujuan untuk, (1) mengukur seberapa besar potensi 
retribusi pasar khususnya Pasar Terong dan Pasar Butung Kota Makassar, (2) 
mengukur seberapa besar tingkat efektivitas penerimaan retribusi pasar 
khususnya Pasar Terong dan Pasar Butung Kota Makassar. Hasil penelitian 
pada Pasar Terong dan Pasar Butung Kota Makassar menunjukkan, (1) realisasi 
penerimaan retribusi Pasar Terong dan Pasar Butung masih jauh dari potensi 
penerimaan yang dimiliki oleh kedua pasar tersebut, (2) efektivitas penerimaan 
retribusi Pasar Terong dan Pasar Butung masih belum efektif.  
 
Kata kunci: potensi retribusi pasar, efektivitas retribusi pasar. 
 
This study is the description on Terong Market and Butung Market. This study 
aims to (1) measure how big the potential market retribution especially Terong 
Market and Butung Market in Makassar city , (2) measure the extent of the 
effectiveness of retribution market especially Terong Market and Butung Market 
in Makassar city. Market research results on Terong Market and Butung Market 
in Makassar city shows (1) the realization of revenue levy Terong Market and 
Butung Market still far from the potential revenues are owned by both markets, 
(2) the effectiveness of retribution Terong Market and Butung Market is still not 
effective.  
 
Keywords: potential market levy, the effectiveness of market retribution. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Retribusi pelayanan pasar adalah salah satu jenis retribusi yang 
diselenggarakan di Kota Makassar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 
2009, retribusi jenis tersebut dikelompokkan dalam jenis retribusi jasa umum. 
Idealnya, dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar harus 
dilaksanakan secara efektif, artinya adanya imbangan antara pendapatan dari suatu 
retribusi yang sebenarnya terhadap pendapatan yang potensial dari suatu objek 
retribusi, yaitu dengan anggapan bahwa mereka yang seharusnya membayar 
dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan, benar-benar memenuhi kewajibannya 
(Prakoso,2005:142). Namun dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, saat 
ini masih dapat dikatakan belum optimal. 
Otonomi daerah telah melalui perjalanan panjang, sejak dikumandangkan 
proklamasi kemerdekaan republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, ketentuan 
yang mengatur Otonomi Daerah telah termuat dalam UUD 1945 Pasal 18. 
Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan 
peraturan Perundang-Undangan yang mengatur penyelenggaraan Pemerintah 
didaerah antara lain UU.No 1 tahun 1945, UUNo 2 Tahun 1948, UU No.1 Tahun 
1957, Panpes No.6 Tahun 1959, UU No. 18 Tahun 1965, dan UU No. 5 Tahun 
1947 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Namun sesuai dengan 
perkembangan lingkungan strategis baik internasional regional maupun nasional 
UU Nomor 5 Tahun 1974 tidak sesuai lagi dengan tuntunan perkembangan 
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kehidupan bangsa sehingga diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
pemerintahan Daerah. Undang-undang pajak daerah terus mengalami perubahan 
sesuai dengan perkembangan hingga sekarang Undang-undang yang digunakan 
adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah.  
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, Otonomi Daerah ditetapkan secara utuh pada daerah Kabupaten dan 
Daerah Kota, yang diselenggarakan atas dasar Otonomi yang luas, nyata dan 
bertanggung jawab. Dengan demikian Daerah Kabupaten dankota memiliki 
kewengangan yang utuh kecuali dibidang Pertahanan, Keamanan, Peradialan, 
Politik Luar Negeri dan Moneter serta kewenagan lainya yang diatur oleh 
Peraturan Perundangan yang tinggi. Oleh karena itu untuk mendukung 
penyeleggaraan otonomi daerah diperlukan pemanfaatan sumber daya nasional, 
serta perimbangan keuangan antara pusat dan dearah. Sumber pembiayaan 
pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan 
Daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan.  
Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan 
pembangunan, maka pemerintah suatu negara pada hakekatnya mengemban tiga 
fungsi utama yakni fungsi alokasi yang meliputi, antara lain, sumber-sumber 
ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat. Fungsi distribusi 
meliputi antara lain, pertahanan-keamanan, ekonomi dan moneter. Namun dalam 
pelaksanaan perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda-beda dari 
masing-masing wilayah. Dengan demikian, pembagian ketiga fungsi dimaksudkan 
3 
 
 
 
sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbnagan 
keuanagan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 
Salah satu faktor determinan kunci dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah 
tersedianya sumber-sumber penerimaan keuanagan daerah yang memadai untuk 
membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Kemampuan keuangan pemerintah 
daerah akan menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-
fungsi pemerintah yaitu melaksanankan pelayana publik (publik service function), 
dan melaksanakan pembanguanan (development function). 
Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah 
prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan 
fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintah 
sertamelayani masyarakat setempat sejalan dengan dinamika kehidupan 
masyarakat yang harus dilayani. Oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan daerah senantiasa terus meningkat sehingga biaya yang dibutuhkan 
juga akan bertambah. Peningkatan penerimaan daerah harus senantiasa 
diupayakan secara periodik oleh setiap daerah otonom melalui penataan 
administrasi pendapatan daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan pola yang 
telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk 
pelaksanaan (Darwis, 2011). 
Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa 
balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan ini bersifat ekonomis, karena siapa 
saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah tidak dikenakan iuran 
ini(Munawir,1998: 4). Masih kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebagai 
barometer tingkat kemandirian daerah dalam menjalankan amanat otonomi 
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daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, mengharuskan 
Pemerintah Daerah secara terus-menerus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah, secara wajar dan dapat 
dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang menjadi 
subjek Pendapatan Asli Daerah. 
Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan 
pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat 
pula dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh 
pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah 
dengan meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, 
hasil perusahaan milik daerah & pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Upaya-upaya peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah ini tidak terlepas dari mekanisme sistem pemerintahan 
daerah yaitu kerjasama antar Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah 
dengan cara pendekatan terpadu dan tidak menghilangkan identitas, tugas serta 
fungsi masing-masing. Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang dititip 
beratkan pada Daerah Kabupaten dan Kota, maka Pemerintah Kota Makassar 
berupaya mengembangkan mekanisme pembiayaan dengan menggali berbagai 
bentuk pembiayaan yang potensial untuk menunjang pembangunan Daerah 
sekaligus untuk peningkatan mutupelayanan kepada masyarakat termasuk 
penyediaan sarana dan prasarana perpasaran khususnya pasar tradisional (Darwis, 
2011). 
Pembangunan peremajaan dan pengelolaan pasar-pasar tradisional ditengah-
tengah menjamurnya pasar-pasar modern dewasa ini membutuhkan investasi 
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besar, sementara disisi lain Pemerintah Kota Makassar menghadapi kendala dalam 
hal keterbatasan Finansial untuk melakukan investasi. Berdasarkan hal tersebut 
maka Pemerintah Kota Makassar membentuk PD.Pasar Makassar Raya 
berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 1999, yang ditindak lanjuti dengan keluarnya 
SK. Walikota Makassar Nomor 8175 Tahun 1999 tanggal 11 Desember 1999. 
Kehadiran PD.Pasar Makassar Raya selain diharapkan dapat merumuskan 
formula dan Strategi untuk mendapatkan dana dalam menata, mengatur dan 
membangun sarana/prasarana perpasaran, PD.Pasar Makassar Raya juga 
diharapkan dapat membiayai dirinya sekaligus mendatangkan keuntungan bagi 
Pemerintah Kota dalam bentuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah.Sejalan 
dengan perkembangan Kota Makassar yang semakin pesat, PD.Pasar Makassar 
Raya juga dituntut untuk dapat mengubah image masyarakat tentang pasar yang 
terkesan kotor, kumuh dan semrawut menjadi pasar yang nyaman, aman, rapi dan 
bersih. Untuk mencapai hal tersebut, maka PD.Pasar Makassar Raya senantiasa 
melakukan pendekatan yang lebih mengutamakan dalam pencapaian visi dan misi. 
Pada pendekatan pencapaian target, program adalah suatu pendekatan yang 
dianggap paling strategis untuk mengantisipasi dan merespon berbagai perubahan 
lingkungan baik internal maupun eksternal (Visi dan Misi PD. Pasar Makassar 
Raya ). 
Pada dasarnya, permasalahan kurang optimalnya pelaksanaan pemungutan 
retribusi pelayanan pasar, terkait dengan berbagai keunggulan dan kelemahan 
pasar dalam menyediakan fasilitas bagi para pedagang. Apabila fasilitas yang 
diberikan kepada pedagang sesuai dengan keinginan mereka, pungutan retribusi 
terhadap mereka tidak menjadi masalah yang rumit. Namun sebaliknya, apabila 
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fasilitas yang diberikan kurang memenuhi keingingan pedagang, maka kesadaran 
pedagang untuk membayar retribusi tersebut kurang maksimal. Permasalahan 
tersebut juga terkait dengan kinerja petugas pemungutan retribusi pelayanan pasar 
(Putranto, 2007). 
Penulis tertarik mengangkat tema Retribusi Pasar karena melihat proporsi dari 
retribusi tersebut cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang 
dapat dilihat dari banyaknya pasar yang ada di kota Makassar. Selain itu, alasan 
penulis mengambil tema retribusi pasar dalam objek penelitian adalah ingin 
mengetahui seberapa besar potensi retribusi pasar kota Makassar khususnya pasar 
terong dan pasar butung, di samping itu penulis ingin mengetahui apakah pihak 
Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar sudah maksimal dalam 
memungut retribusi pasar dengan melihat efektivitas retribusi pasar. Penulis 
tertarik meneliti dua pasar yaitu Pasar Terong dan Pasar Butung dikarenakan 
kedua pasar tersebut memiliki karakteristik yang berbeda serta termasuk dalam 
enam pasar yang memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan 
retribusi pasar secara keseluruhan di Kota Makassar yang dapat dilihat pada tabel 
1.1 di bawah ini. 
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Tabel 1.1 
 Pasar Yang Memiliki Penerimaan Retribusi Terbesar Tahun 2013 
 
No. Nama Pasar Realisasi (Rp) 
1 Terong 1.158.601.000 
2 Butung 648.376.000 
3 Pannampu 611.818.900 
4 Sambung Jawa 513.516.500 
5 Pa‟baeng-baeng 739.765.500 
6 Panakkukang 601.283.000 
Sumber: PD. Pasar Makassar Raya, 2014 
Berdasarkan pemaparan diatas, maka dalam penelitian ini, penulis merasa 
tertarik untuk meneliti judul “Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan 
Retribusi Pasar (Studi Kasus Pasar Terong Dan Pasar Butung Kota 
Makassar)” 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penulisan karya 
ilmiah ini dirumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Apakah realisasi penerimaan retribusi pasar dari Pasar Terong dan 
Pasar Butung telah sesuai dengan potensi yang dimiliki pasar tersebut? 
2. Seberapa besar tingkat efektivitas penerimaan retribusi pasar 
khususnya Pasar Butung dan Pasar Terong kota Makassar tahun 2013?  
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1.3. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah di atas yang telah dikemukakan sebelumnya 
maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui apakah realisasi penerimaan retribusi pasar dari 
Pasar Terong dan Pasar Butung telah sesuai dengan potensi yang dimilki 
pasar tersebut. 
2. Untuk mengukur seberapa besar tingkat efektivitas penerimaan 
retribusi pasar khususnya pasar butung dan pasar terong kota Makassar tahun 
2013. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 
acuan untuk digunakan sebagai berikut: 
1. Akademis 
Secara akademis hasil peneliatian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya 
ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan 
masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupaun pihak lain yang tertarik 
dalam bidang penelitian yang sama. 
2. Praktis 
Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan 
pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah khususnya Perusahaan Daerah Pasar 
Makassar Raya dalam upaya peningkatan pendapatan retribusi pasar dan 
memperkuat pentingnya retribusi daerah dalam membina daerah otonomi di 
Indonesia. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1. Landasan Teori 
2.1.1. Fungsi Dan Peran Pemerintah 
Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu system 
ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakatnya tersebut bisa 
menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat 
modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah 
kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan 
kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah 
tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, 
menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan 
kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Rasyid, 2000 
:13).  
Hal ini menjelaskan bahwa suatu pemeritahan hadir karena adanya suatu 
komitmen bersama yang terjadi antara pemerintah dengan rakyatnya sebagai 
pihak yang diperintah yang mana komitmen tersebut hanya dapat dipegang 
apabila rakyat dapat merasa bahwa pemerintah itu memang diperlukan untuk 
melindungi, memberdayakan dan mensejahterakan rakyat. Selanjutnya Rasyid 
(2000 :13) menyebutkan secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan 
mencakup: Pertama, menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan 
serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang 
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dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan. Kedua, 
memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara 
warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam 
masyarakt dapat berlangsung secara damai. Ketiga, menjamin diterapkannya 
perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status 
apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka. Keempat, melakukan 
pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak 
mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik 
jika dikerjakan oleh pemerintah. Kelima, melakukan upaya-upaya untuk 
meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang miskin dan memelihara 
orang cacat, jompo dan anak terlantar, menampung serta menyalurkan para 
gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif, dan semacamnya. Keenam, 
menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masayrakat luas, seperti 
mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, 
memajukan perdagangan domestik dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang 
secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan 
masyarakat. Ketujuh, menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam 
dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan.  
Selanjutnya Rasyid (2000:59) meringkas tugas-tugas pokok tersebut menjadi 
3 fungsi yang hakiki yaitu : pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment) 
dan pembangunan (development). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam 
masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan 
pembangunan akan menciptakan kemakmuran dan masyarakat. Sedangkan 
Ndraha (2001:85) meringkas fungsi pemerintah menjadi 2 macam fungsi, yaitu : 
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Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (service), 
sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk 
layanan birokrasi. Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi 
pemberdayaan (empowerment), sebagai penyelenggara pembangunan dan 
melakukan program pemberdayaan.  
Kaufman (dalam Thoha, 1995 :101) menyebutkan bahwa tugas pemerintahan 
adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Lebih lanjut Thoha menjelaskan 
bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan 
umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan publik, 
sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada 
posisi jabatan birokrasi.  
Menurut teori ekonomi publik, fungsi pemerintah terdiri dari 3 fungsi yaitu 
(Musgrave, 1984) : 1) Fungsi Alokasi sangat terkait erat dengan kewenangan 
utama bagi pemerintah daerah karena menyangkut alokasi sumber-sumber 
ekonomi kepada masyarakat. Alokasi kepada masyarakat tersebut terutama 
terhadap barang publik yang nilainya relatif sangat besar tetapi swasta tidak dapat 
menyediakan. 2) Fungsi Distribusi adalah peran pemerintah dalam perekonomian 
dalam mendistribusikan sumber-sumber ekonomi (pendapatan) kepada seluruh 
masyarakat. Jadi dalam hal ini pemerintah menjamin bahwa seluruh golongan 
masyarakat dapat mengakses sumber-sumber ekonomi (pendapatan) kepada 
seluruh masyarakat. Jadi dalam hal ini pemerintah menjamin bahwa seluruh 
golongan masyrakat dapat mengakses sumber ekonomi dan mendapatkan 
penghasilan yang layak. Fungsi distribusi ini memiliki keterkaitan erat dengan 
pemerataan kesejahteraan secara proporsional dalam rangka mendorong 
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tercapainya pertumbuhan ekonomi yang optimal. 3) Fungsi Stabilisasi adalah 
peran pemerintah dalam menjamin dan menjaga stabilitasi perekonomian secara 
makro (agregat) misalnya mengendalikan laju inflasi, keseimbangan neraca 
pembayaran, pertumbuhan dan lain-lain. Oleh karena itu fungsi ini berkaitan erat 
dengan fungsi variable ekonomi makro dengan berbagai instrumen kebijakan 
moneter dan kebijakan fiskal. Dengan demikian fungsi ini lebih banyak dimiliki 
pemerintah pusat disbanding pemerintah daerah.  
Berkaitan dengan fungsi pelayanan yang disediakan oleh pemerintah, lebih 
lanjut Purbokusumo, dkk. (2006) menjelaskan bahwa pelayanan publik 
merupakan bentuk pelayanan terhadap warga Negara menuntut instansi penyedia 
layanan lebih bertanggung jawab terhadap pelanggannya tidak sekedar melayani. 
Pelayanan publik yang dilakukan birokrasi bukanlah melayani pelanggan 
(customer) tetapi melayani warga Negara. Penyedia pelayanan publik berdasarkan 
jenis pelayanan yang disediakan dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, 
pelayanan publik yang penyelenggaraannya dapat dilakukan secara bersama-sama 
antara pemerintah dan swasta, akan tetapi kewajiban utama tetap ada di 
pemerintah. Contoh: pelayanan pendidikan, kesehatan, perhubungan, dll. Kedua, 
pelayanan publik yang dapat dikelola oleh pemerintah, pada umumnya jenis 
pelayanan ini lebih bersifat pengaturan. Contoh: berbagai bentuk pelayanan 
perijinan.  
Sedangkan pelayanan umum berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 yang kemudian disempurnakan dengan 
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 
adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di 
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Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha 
Milik Daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan 
kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-
undangan.  
2.1.2. Barang Publik  
Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retrbusi daerah 
menjelaskan bahwa pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama 
yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan 
fungsi stabilisasi umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah, 
sedangkan fungsi alokasi oleh Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui 
kebutuan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat.  
Fungsi alokasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah tersebut memiliki 
keterkaitan yang sangat erat dengan penyediaan dan pelayanan barang-barang 
publik yang peruntukkannya secara komunal dan tidak dapat dimiliki secara 
perorangan. Dalam perekonomian, pengelompokkan macam-macam barang 
dibedakan menurut dua ciri, yakni (Mankiw, 2006) apakah barangnya bersifat 
dapat dikecualikan (excludable)?, dapatkah masyarakat diminta untuk tidak 
memakai atau memanfaatkan barang ini?,apakah barangnya bersifat persaingan 
(rival)?,apakah jika seseorang memakai barang ini, maka peluang orang lain 
untuk memakainya berkurang?.  
Berdasarkan ciri tersebut, maka barang dapat dikatagorikan yaitu: 1) Barang 
pribadi (private goods) adalah barang-barang yang excludable dan rival, misalnya 
buku di toko buku. Bersifat excludable karena kita bisa mencegah orang lain 
untuk memilikinya. Bersifat rivalry karena jika hanya ada satu buku, dan 
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seseorang telah membelinya, maka orang lain tidak bisa ikut mengkonsumsinya. 
Sebagian besar barang yang ada di pasar adalah barang pribadi. 2) Barang publik 
(public good) adalah barang-barang yang tidak excludable dan juga tidak rival. 
Artinya siapa saja tidak bisa dicegah untuk memanfaatkan barang ini, dan 
konsumsi seseorang atas barang ini tidak mengurangi peluang orang lain 
melakukan hal yang sama. Contoh barang publik adalah pertahanan nasional. Jika 
suatu Negara aman karena mampu melawan setiap serangan dari negara lain, 
maka siapa saja di negara itu tidak bisa dicegah untuk turut menikmati rasa aman. 
Di samping itu, pada saat orang tersebut menikmati rasa aman, peluang bagi orang 
lain untuk turut menikmati keamanan sama sekali tidak berkurang. 3) Sumber 
daya milik bersama (common resources) adalah barang-barang yang tidak 
excludable, namun rival. Contohnya adalah ikan di laut. Tidak ada yang melarang 
ikan-ikan yang mereka tangkap. Namun pada saat seseorang melakukanna, maka 
jumlah ikan di laut berkurang, sehingga kesempatan orang lain melakukan hal 
yang sama jadi berkurang. 4) Ada pula barang yang excludable, namun tidak 
memiliki rival. Barang seperti itu hanya mucul dalam situasi monopoli alamiah. 
Jasa pemadam kebakaran suatu kota kecil contohnya. Sangatlah mudah mencegah 
seseorang menikmati jasa ini. Petugas pemadam kebakaran dapat membiarkan 
sebuah rumah terbakar begitu saja. Namun jasa perlindungan kebakaran ini 
tidaklah bersifat rival, karena kebakaran rumah tidak terjadi setiap saat, dan setiap 
rumah memperoleh perlindungan yang sama. Petugas pemadam kebakaran lebih 
sering menunggu daripada beraksi memadamkan kebakaran, sehingga melindungi 
satu rumah satu rumah tambahan tidak akan mengurangi kualitas perlindungan 
mereka pada rumah-rumah yang lain. Dengan kata lain, begitu pemerintah kota 
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membuat anggaran untuk jasa pemadaman kebakaran, maka biaya untuk 
melindungi tambahan satu rumah sangatlah kecil.  
Selanjutnya Mankiw (2006), sampai sejauh ini telah kita lihat bagaimana 
pemerintah menyediakan barang-barang publik karena pasar swasta tidak dapat 
menyediakannya dengan jumlah yang efisien. Namun, memahami bahwa 
pemerintah perlu turun tangan, barulah sebuah langkah pertama. Langkah 
selanjutnya yang tidak kalah penting adalah memahami kapan pemerintah dapat 
melakukan hal itu, karena pemerintah tidak setiap saat mampu menyediakan 
barang publik mengingat adanya kemampuan yang terbatas. Pemerintah harus 
membuat pertimbangan yang matang untuk menentukan barang publik apa yang 
harus disediakan dan dalam jumlah berapa. Menurut Mangkoesoebroto (1993), 
penyediaan barang publik adalah seberapa banyak pemerintah harus menyediakan 
barang publik dan beberapa jumlah dana yang harus disediakan untuk penyediaan 
barang publik itu. Dana yang dibutuhkan untuk penyediaan barang dan layanan 
umum tersebut relatif besar, sehingga diperlukan kontribusi dari masyarakat untuk 
mengatur penyediaannya, misalnya dengan menerapkan pajak dan retribusi 
sebagai bentuk dan kontribusi masayrakat yang hasil pengumpulannya digunakan 
untuk membiayai kegiatan tersebut.  
2.1.3. Local User Charges (Retribusi Daerah) 
Secara umum pemerintah tidak menjual jasanya kepada masyarakat, akan 
tetapi proses penyediaan barang dan jasa publik memerlukan biaya, dan untuk 
menjaga ketersediaannya alokasi dan tercapainya efisiensi yang baik, pemerintah 
memerlukan penerapan kebijakan harga atau local user charges yang tepat. 
Harapannya adalah di pihak consumers bisa merasionalisasi demandnya dan di 
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pihak produsen mendapat informasi tentang jumlah barang dan jasa yang harus 
diproduksi. Local User Charges atau retribusi daerah dengan kebijakan harga 
merupakan suatu system pembayaran atau system tagihan biaya dimana seseorang 
mengkonsumsi suatu barang dan jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah 
daerah. 
Berkaitan dengan User Charges, Fisher (1996 :174) menyatakan bahwa local 
user charges adalah harga yang dikenakan pemerintah untuk layanan tertentu atau 
khusus dan digunakan untuk membayar semua biaya penyediaan layanan tersebut, 
yang satu fungsinya adalah untuk membuat konsumen menghadapi kenyataan 
biaya atas keputusan mengkonsumsinya, dan menciptakan insentif untuk pilihan 
efisien. Selain itu adapula yang mendifinisikan user charges sebagai beneficiary 
charges, dimana didefinisikan suatu bentuk pembayaran yang dilakukan oleh 
konsumen dalam suatu proses pertukaran tidak langsung dengan jasa layanan 
yang diberikan oleh pemerintah. Tarif adalah retribusi yang merupakan suatu 
bentuk pembayaran yang dapat dihindari jika mengkonsumsi layanan tanpa 
memperhatikan apakah layanan yang diberikan berkarakteristik barang publik, 
lisensi dan perizinan yang merupakan pembayaran konsumen kepada pemerintah 
atas jasa yang diberikannya (seperti pengawasan dan pengaturan), serta special 
assessment yang secara langsung terkait dengan manfaat yang diterima dan 
berdampak atas kepemilikan suatu property (Zorn, 1991). 
2.1.4. Retribusi Daerah 
2.1.4.1. Pengertian Retribusi Daerah  
Menurut UU 28 Tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
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dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 
badan. Defisini tersebut menunjukkan adanya imbal balik langsung antara 
pemberi dan penerima jasa. Hal ini berbeda dengan pajak, yaitu iuran wajib yang 
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung 
yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang 
berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah 
dan pembangunan daerah.  
Retribusi juga dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh 
pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh 
Pemda/pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi/pelayanan yang diberikan 
Pemda yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan 
pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku (Halim, 2007). Menurut 
Munawir (1998), retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat 
dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat 
ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia 
tidak akan dikenakan iuran itu.  
Lebih lanjut diuraikan pula definisi dan pengertian yang berkaitan dengan 
retribusi yaitu dikutip dari Sproule-Jones and White yang mengatakan bahwa 
retribusi adalah semua bayaran yang dilakukan bagi perorangan dalam 
menggunakan layanan yang mendatangkan keuntungan langsung dari layanan itu, 
lebih lanjut dikatakan bahwa distribusi lebih tepat dianggap pajak konsumsi dari 
pada biaya layanan; bahwa retribusi hanya menutupi biaya operasional saja. Pada 
bagian lain Mc Queen (1998 :2) menerangkan bahwasuatu tanggapan 
menekankan memperjelas kenyataan bahwa masyarakat memandang retribusi 
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sebagai bagian dari program bukan sebagai pendapatan daerah dan bersedia 
membayar hanya bila tingkat layanan dirawat dan ditingkatkan.  
Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bagian yang 
gampang dalam menyusun retribusi yaitu menghitung dan menetapkan tarif. 
Bagian tersulitnya adalah meyakinkan masyarakat (publik) tanpa diluar kesadaran 
mereka tarif tetap harus diberlakukan”.  
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dilihat sifat-sifat retribusi 
menurut Haritz adalah1) pelaksanaan bersifat ekonomis,2) ada imbalan langsung 
kepada pembayar,3) iurannya memenuhi persyaratan, persyaratan formal dan 
material tetapi tetap ada alternatif untuk membayar,4) retribusi merupakan 
pungutan yang umumnya budgetairnya tidak menonjol,5) dalam hal-hal tertentu 
retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal 
tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukukan oleh pemerintah daerah 
untuk memenuhi permintaan masyarakat. 
Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya diketahui bahwa beberapa atau 
sebagian besar pemerintah daerah belum mengoptimalkan penerimaan retribusi 
karena masih mendapat dana dari pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah perlu dikaji pengelolaan untuk mengetahui berapa 
besarpotensi yang riil atau wajar, tingkat keefektifan dan efisiensi. Peningkatan 
retibusi yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pula pendapatan asli 
daerah.  
Devas, dkk (1989 : 46) mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sangat 
tergantung dari pemerintah pusat. Dalam garis besarnya penerimaan daerah 
(termasuk pajak yang diserahkan) hanya menutup seperlima dari pengeluaran 
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pemerintah daerah. Meskipun banyak pula negara lain dengan keadaan yang sama 
atau lebih buruk lagi. Memang pemerintah daerah tidak harus berdiri sendiri dari 
segi keuangan agar dapat memiliki tingkat otonom yang berarti, yang penting 
adalah “wewenang di tepi” artinya memiliki penerimaan daerah sendiri yang 
cukup sehingga dapat mengadakan perubahan di sana-sini. Pada tingkat jasa 
layanan yang disediakan, untuk itu mungkin sudah memadai jika 20% dari 
pengeluaran yang berasal dari sumber-sumber daerah. Hal tersebut diuraikan oleh 
Queen (1998 : 12-18) bahwa:  
“Pertumbuhan lain dalam meningkatnya retribusi yaitu peran masyarakat 
(publik) dalam politik. Masyarakat tidak senang terhadap perubahan hanya akan 
toleransi terhadap pembayaran retribusi, bukan semata sebagai sumber utama 
pendapatan daerah tetapi hanya dana pendamping”.  
Menurut Suparmoko, pengertian retribusi secara umum adalah suatu 
pembayaran dari rakyat kepada negara di mana dapat terlihat adanya hubungan 
antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi 
tersebut. Kemudian Rochmat memberikan pengertian bahwa retribusi itu adalah 
pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang 
menggunakan jasa-jasa negara (Rochmat Soemitro dalam Kaho 1991 : 151). 
Selanjutnya menurut Syamsi, retribusi adalah iuran dari masyarakat tertentu 
(orang-orang tertentu) berdasarkan peraturan pemerintah yang prestasinya 
ditujukan secara langsung, tetapi pelaksanaannya dapat dipaksakan meskipun 
tidak mutlak (Syamsi : 1988:87). Dari beberapa pengertian di atas dapat 
disimpulkan bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah 
terhadap orang yang menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan 
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adanya kontra prestasi secara langsung yang diterima masyarakat pengguna jasa 
dimaksud.  
2.1.4.2. Sifat Retribusi Daerah  
Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang 
cukup besar dan memberikan sumbangan terhadap PAD. Retribusi dareah yang 
merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat 
sebagai kontra prestasi atau jasa dan/atau barang yang disediakan oleh daerah, 
berdasarkan sifatnya dapat dikelompok menjadi dua yaitu 1) Sifat 
pemungutannnya yaknidilihat dari sifat pemungutannya hanya berlaku untuk 
orang tertentu yaitu bagi yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk, 
yang merupakan timbal balik atas jasa atau barang yang telah disediakan oleh 
pemerintah setempat, 2) Sifat paksaannya yaknipemungutan retribusi yang 
berdasarkan atas peraturan-peraturan yang berlaku umum, dan dalam 
pelaksanannya dapat dipaksakan, yaitu barang siapa yang ingin mendapatkan 
suatu prestasi tertentu dari pemerintah, maka harus membayar retribusi. Jadi sifat 
paksaan pada retribusi daerah bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya 
diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak membayar.  
Dari dua sifat tersebut ternyata juga dimiliki oleh pajak, dalam 
pelaksanaannya terdapat perbedaan antara pajak dan dan retribusi, untuk lebih 
jelasnya dapat digambarkan pada Tabel 2.1 di bawah ini. 
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Tabel 2.1 
Perbedaan Pajak Dan Retribusi 
Faktor Yang 
Membedakan 
Pajak Retribusi 
Keputusan  Keputusan atau undang-
undang dari pemerintah 
pusat  
Keputusan dari 
pemerintah daerah  
Ketetapan  Pajak diatur dengan 
undang-undang  
Retribusi ditetapkan 
dengan peraturan daerah  
Pihak pemungut  Pemerintah Pusat  Pemerintah Daerah  
Sifat pemungut  Wajib yang dapat 
dipaksakan  
Tidak wajib  
Imbalan/jasa  Tidak mendapat imbalan/ 
jasa secara langsung  
Mendapat imbalan jasa 
secara langsung  
Sumber pendapatan  Pajak merupakan sumber 
pendapatan pemerintah 
pusat  
Retribusi merupakan 
sumber pendapatan 
pemerintah daerah  
Sumber : http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Pajak: (BAB_16) 
2.1.4.3. Fungsi Retribusi Daerah  
Seperti halnya dengan pajak, retribusi daerah juga mempunyai fungsi yaitu 1) 
Fungsi sebagai sumber keuangan Negara, maksudnya adalah bahwa retribusi 
digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan uang rakyat ke kas Negara untuk 
membiaya pengeluaran- pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran yang bersifat 
rutin maupun untuk pembangunan, 2) Fungsi mengatur maksudnya adalah bahwa 
retribusi digunakan sebagai alat untuk mengatur/melaksanakan kebijakan Negara 
dalam laporan sosial dan ekonomi (Septianawati,2012).  
2.1.4.4. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah  
Pemungutan retribusi tidak diborongkan dan dipungut dengan menggunakan 
Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan . 
Menurut Kesit, wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau 
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua 
persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar 
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dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (Prakoso, Kesit 
Bambang, 2005). 
2.1.4.5. Objek dan Golongan Retribusi Daerah  
Objek retribusi adalah berbagai jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah 
daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut 
retribusinya, tetapi hanya jasa-jasa tertentuyang merupakan pertimbangan sosial 
ekonomi layak dijadikan objek retribusi. Jasa retribusi daerah tersebut dibagi 
menjadi tiga golongan,yaitu: (1) Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa 
yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 
kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. (2) 
Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah 
Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat 
disediakan oleh sector swasta. (3) Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas 
kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang 
pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 
pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemamfaatan ruang, penggunaan 
sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna 
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (UU No. 28 
Tahun 2009 ).  
Jenis-jenis retribusi daerah tersebut adalah sebagai berikut: (1) Jenis-jenis 
Retribusi Jasa Umum: (a) Retribusi Pelayanan Kesehatan; (b) Retribusi Pelayanan 
Persampahan/ Kebersihan: (c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 
Penduduk dan Akta Catatan Sipil; (d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan 
Penguburan Mayat; (e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; (f) 
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Retribusi Pelayanan Pasar; (g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; (h) 
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; (i) Retribusi Penggantian Biaya 
Cetak Peta; dan (j) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan. (2) Jenis-jenis Retribusi 
Jasa Usaha: (a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; (b) Retribusi Pasar Grosir 
dan/atau Pertokoan; (c) Retribusi Tempat Pelelangan; (d) Retribusi Terminal; (e) 
Retribusi Tempat Khusus Parkir; (f) Retribusi Tempat 
Penginapan/Pesanggraha/Villa; (g) Retribusi Penyedotan Kakus; (h) Retribusi 
Rumah Potong Hewan; (i) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal; (j) Retribusi 
Tempat Rekreasi dan Olahraga; (k) Retribusi Penyeberangan di Atas Air; (l) 
Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan (m) Retribusi Penjualan Produksi Usaha 
Daerah. (3) Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu: (a) Retribusi Izin Mendirikan 
Bangunan; (b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; (c) 
Retribusi Izin Gangguan; dan (d) Retribusi trayek (UU No. 28 Tahun 2009 ).  
Golongan atau jenis-jenis retribusi jasa umun, retribusi jasa usaha, dan 
retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan 
criteria tertentu. Penetapan jenis-jenis retribusi jasa umum dan jasa usahadengan 
peraturanpemeritah dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam penerapannya 
sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan 
kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan. Adapun penetapan jenis-jenis 
retribusi perizinan tertentu dengan pemerintah dilakukan karena perizinan 
tersebut, walaupun merupakan kewenangan pemerintah daerah tetap memerlukan 
koordinasi dengan instansi-instansi teknis terkait. Jenis-jenis pelaksanaan retribusi 
yang telah dikelola dan diusahakan oleh kota Makassar dibagi dalam tiga 
kelompok, yaitu sebagai berikut: (1) Retribusi Jasa Umum:(a) Retribusi pelayanan 
24 
 
 
 
kesehatan (b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan (c) Retribusi 
penggantian biaya KTP dan Akte catatan sipil (d) Retribusi pelayanan 
pemakaman dan pengabuan mayat (e) Retribusi pengujian kendaraan bermotor (f) 
Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran (g) Retribusi pengujian kapal 
perikanan (h) Retribusi jasa ketatausahaan (i) Retribusi ketenagakerjaan (j) 
Retribusi informasi dan komunikasi.(2) Retribusi Jasa Usaha:(a) Retribusi 
pemakaian kekayaan daerah (b) Retribusi tempat pelelangan ikan (c) Retribusi 
penyediaan/penyedotan kakus (d) Retribusi pemeriksaan hewan/daging (e) 
Retribusi tempat rekreasi dan olah raga (f) Retribusi penyeberangan diatas air.(3) 
Retribusi Perizinan Tertentu:(a) Retribusi izin mendirikan bangunan (b) Retribusi 
izin tempat penjualan minuman beralkohol (c) Retribusi izin gangguan/keramaian 
(d) Retribusi izin trayek (e) Retribusi izin jasa konstruksi (f) Retribusi izin 
perindustrian dan perdagangan (Darwis, 2011). 
2.1.4.6. Pertimbangan dalam Pungutan Retribusi 
Pungutan retribusi langsung atau konsumen dalam praktekknya biasanya 
dikenakan karena satu atau lebih dari pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 
(1) Apakah pelayanan tersebut merupakan barang-barang publik atau 
privat,mungkin pelayanan tersebut dapat disediakan kepada setiap orang. 
Olehkarena itu tidak wajar untuk membebankan biaya-biaya tersebut kepada 
pembaya-pembayar pajak yang tidak mendapatkan jasa/barang tersebut.Hal ini 
merupakan salah satu alasan pembebasan Retribusi bagi pengadaan air minum 
atau untuk pendidikan secara umum. (2) Suatu jasa yang melibatkan suatu sumber 
daya yang langka atau mahal dan perlunya disiplin masyarakat dalam 
mengkonsumsinya. Hal ini sering menjadi suatu alasan bagi pembebanan retribusi 
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untuk menyediakan air minum. (3) Ada beberapa jenis konsumsi yang dinikmati 
oleh individu bukan karena kebutuhan pokok sehingga lebih merupakan pilihan 
daripada keperluan. Contohnya adalah fasilitas rekreasi. (4) Jasa-jasa dapat 
digunakan untuk kegiatan-kegiatan mencari keuntungan di samping memuaskan 
kebutuhan-kebutuhan individual di kantor pos, telepon seluruhnya digunakan 
secara luas oleh industri (Putranto, 2007). 
Retribusi dapat mengetahui atau menguji arah dan skala dari permintaan 
masyarakat akan jasa, jika kebutuhan pokok atau bentuk-bentuk dan standar-
standar dari penyediaan tidak dapat ditentukan secara tegas. Suatu kasus pada 
setiap pengeluaran Pemerintah, keinginan atau kemauan masyarakat untuk 
membayar langsung bagi pelayanan-pelayanan tesebut adalah suatu pengujian 
yang penting bagi keinginan masyarakat atas jasa pelayanan tersebut (Putranto, 
2007). 
2.1.4.7 Tingkat Pengenaan Retribusi 
Secara garis besar ada beberapa tingkatan pengenaan retribusi yangdigunakan 
oleh pemerintah terhadap masyarakat, yatiu retribusi atas jasa-jasa pelayanan 
umum atas pemakaian langsung (pelayanan secara keseluruhan), retribusi untuk 
jasa-jasa pelayanan umum yang membutuhkan tingkat pengembalian biaya 
langsung (direct cost) yang berbeda, dan retribusi berdasar kewenangan tertentu 
Pemerintah Daerah atas penerimaan retribusi tersebut.Hampir secara keseluruhan 
jasa-jasa pelayanan atas pemakai langsung bersifat umum (universal). Jasa-jasa 
pelayanan umum yang dikenakan retribusi atas pemakai langsung (baik dengan 
atau tanpa subsidi) antara lain: (1) Jasa Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk 
industri dapat dihitung melalui tingkat penggunaan air yang dikonsumsi dan 
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diukur dengan meteran kubik, melalui pengkategorian perusahaan industri dalam 
suatu tingkat tertentu (misal: besar, sedang dan kecil) berdasarkan penilaian 
kekayaan, melalui dasar jarak antara lokasi perusahaan dengan pipa penghubung 
utama, atau melalui penjualan dari pusat penjualan airminum. (2) Jasa angkutan 
umum setidak-tidaknya sebagian ditutup dari biaya tiket penumpang atau barang. 
(3) Jasa pos dan telepon, umumnya dijual berdasarkan unit daripada jasa, 
meskipun pada kasus telepon ada pengecualian, untuk biaya tetapnya (abonemen) 
tidak didasarkan kepada unit tetapi didasarkan pada kategori atas nilai kekayaan 
pemakai. Abonemen untuk rumah tangga lebih rendah dibandingkan untuk usaha. 
(4) Gas dan listrik juga pada dasarnya dikenakan pembayaran sesuai dengan 
besarnya volume konsumsi, meskipun biaya-biaya per unit sering menurun 
apabila jumlah yang digunakan meningkat. (5) Penghuni Perumahan Pemerintah 
hampir selalu membayar sewa kecuali apabila perumahan gratis disediakan 
kepada para pegawai sebagai bagian daripada konsumsi pelayanan mereka. (6) 
Beberapa bentuk biaya masuk biasanya dikenakan atas penggunaan fasilitas-
fasilitas tertentu yang dimiliki Pemerintah kota seperti museum, monumen-
monumen bersejarah, kolam renang dan fasilitas olahraga lainnya, kebun 
bianatang, benda-benda cagar budaya, bioskop (Putranto, 2007). 
Penyediaan jasa-jasa kepentingan umum seperti air bersih, gas, listrik dan 
telepon biasanya didasarkan pada biaya penyambungan awal, namun kadang-
kadang juga dasar pengenaan biaya bergantung pada penggunaan/konsumsinya. 
Pengenaan retribusi yang didasarkan pada pengembalian biaya langsung (direct 
cost). Ada perbedaan mendasar pengenaan retribusi antara jasa-jasa pelayanan 
umum atas pemakaian langsung dengan jasa-jasa pelayanan umum pengembalian 
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biaya langsung. Pengenaan retribusi yang didasarkan pada pengembalian biaya 
langsung (direct cost) biasanya digunakan untuk jasa-jasa umum yang 
penyelenggaraannya menjadi tugas atau kewenangannya berada di tangan 
pemerintah, misalnya: sektor pendidikan, dari sektor jalan raya, pelayanan 
kesehatan, pengairan, kesehatan lingkungan, serta pelayanan pemadam kebakaran. 
Penentuan dasar pengenaan retribusi atau objek retribusi terhadap potensi 
pendapatan daerah dilakukan dengan penilaian terhadap potensi pendapatan 
daerah. Adapun kriteria yang harus dipenuhi agar potensi pendapatan daerah dapat 
dikenai retribusi. Kriteria tersebut antara lain: kecukupan dan elastisitas, keadilan, 
kemampuan administratif, dan kesepakatan politis (Davey, 1998). 
2.1.5. Retribusi Pasar  
Sebelum melangkah jauh membahas tentang retribusi pasar, terlebih dahulu 
penulis memberikan defenisi pasar. Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, pasar 
adalah: “Tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas 
barang yang diperdagangkan”(2006:422). Pada umumnya suatu transaksi jual 
beli melibatkan produk/barang atau jasa dengan uang sebagai alat transaksi 
pembayaran yang sah dan disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.  
Dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 menjelaskan bahwa:“Pasar 
adalah suatu area atau lokasi tertentu yang disediakan/ditetapkan oleh 
pemerintah daerah sebagai tempat jual beli barang dan jasa secara langsung dan 
teratur, terdiri atas pelataran,bangunan yang berbentuk kios, los dan bentuk 
bangunan lainnya”(Perda No.3 Tahun 2001). Retribusi pasar menurut Peraturan 
Daerah No. 3 Tahun 2001, adalah: “Pembayaran atas pelayanan penyediaan 
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fasilitas pasar berupa pelataran dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah 
dan khusus disediakan untuk pedagang”(Perda No. 3 Tahun 2001).  
Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis 
retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimamfaatkan oleh masyarakat. 
Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 yang dimaksud 
pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, 
los yang dikelola pemerintah daerah, yang khusus disediakan untuk pedagang, 
tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta. 
Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu 
keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan 
penyediaan alat-alat pemadam kebakaran (PP No. 66 tahun 2001). 
Dalam pelaksanaannya retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria sebagai 
berikut: (1) Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa 
usaha atau retribusi perizinan tertentu. (2) Jasa yang bersangkutan merupakan 
kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (3) Jasa tersebut 
memberikan mamfaat khusus bsgi orang pribadi atau badan yang diharuskan 
untuk membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan 
kemamfaatan umum. (4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi. (5) 
Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaannya. 
(6) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu 
sumber pendapatan daerah yang potensial. (7) Pemungutan retribusi 
memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas layanan yang 
baik. (Suandy, 2002:269).  
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Adapun yang menjadi subyek dari retribusi pasar adalah orang pribadi atau 
badan yang menggunakan fasilitas pasar. Sedangkan obyek retribusi pasar 
meliputi: (1) Penyediaan fasilitas pasar/tempat (Kios, Los, front Toko, dan 
Pelataran) pada pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah. (2) Setiap kegiatan 
membongkar muatan hasil bumi, laut, ternak, dan barang dagangan lainnya pada 
radius 200 meter dari pasar. (3) Keramaian pasar. (4) Biaya balik nama pemakai. 
Selanjutnya, untuk menjamin kelancaran jalannya proses pemungutan retribusi 
pasar dalam memenuhi anggaran daerah khususnya di Kota Makassar, maka 
ditunjuk Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar untuk 
mengelola, memungut, dan mengawasi jalannya retribusi tersebut (Darwis, 2011). 
 
2.2. Tinjauan Empiris 
Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini antara 
lain. 
Penelitian Hariyanti (2010) yang berjudul „‟Potensi Penerimaan Retribusi 
Pasar Johar Semarang‟‟. Mengemukakan bahwa potensi penerimaan retribusi 
pasar adalah kemampuan pasar dalam menghasilkan penerimaan retribusi pasar 
pada setiap tahun anggaran. Besar potensi penerimaan retribusi pasar yang 
dimiliki oleh pasar johar tidak selalu sama dengan realisasi penerimaan retribusi 
yang diterima. Hal tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa antara perhitungan potensi dan realisasi memiliki selisih 
yang cukup besar. Itu berarti pasar Johar Semarang masih memiliki potensi 
terpendam yang besar dan masih harus digali dan dikembangkan untuk mendanai 
pembangunan daerah. Mengingat bahwa pungutan retribusi pasar merupakan 
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salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan perlu 
mendapatkan perhatian dari pemerintah, maka pemerintah Kota Semarang perlu 
membuat ataupun menyusun rencana agar potensi yang masih terpendam tersebut 
dapat digali dan dikembangkan. Potensi yang dimiliki tersebut dapat dihitung dari 
retribusi harian, retribusi bulanan, retribusi listrik, retribusi MCK dan Retribusi 
lain-lain. 
Penelitian Kamaroellah (2007) yang berjudul „‟Analisis Kontribusi 
Penerimaan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan‟‟. Mengemukakan bahwa penelitian ini 
menganalisis penerimaan retribusi terhadap efektivitas pendapatan daerah yang 
diterapkan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan dengan 
berpedoman pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar. Tahap-tahap analisis yang 
digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah: (1) mengidentifikasi aktivitas-
aktivitas penerimaan retribusi pasar. (2) analisis efektivitas (3) analisis 
pertumbuhan (4) analisis kontribusi. Hasil penelitian pada dinas pendapatan 
daerah kabupaten Pamekasan menunjukkan (1) aktivitas-aktivitas penerimaan 
retribusi pasar pada dinas pendapatan daerah kabupaten pamekasan sudah cukup 
efektif (2) kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan daerah dari tahun 2002 
sampai tahun 2006 mengalami peningkatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
aktivitas-aktivitas penerimaan retribusi pasar pada dinas pendapatan daerah 
kabupaten Pamekasan sudah cukup efektif. 
Penelitian Thahyono (1996) yang berjudul „‟Kontribusi Retribusi Pasar 
Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta‟‟. Mengemukakan bahwa 
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dari tahun ke tahun potensial retribusi pasar selalu meningkat walaupun 
peningkatan tersebut sedikit saja. Peningkatan potensial ini dikarenakan beberapa 
faktor seperti bertambah luasnya pasar, penambahan jumlah pedagang, perubahan 
jenis dagangan maupun perubahan sarana dasaran dari los menjadi kios. 
Mengingat bahwa lahan yang ada di Kota Yogyakarta sudah sangat terbatas maka 
perluasan pasar sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu yang dilakukan oleh dinas 
pasar adalah peningkatan lahan dasaran sehingga tarifnya dapat dinaikkan. Tetapi 
hal ini hanya akan meningkatkan sedikit saja dari potensi yang ada tahun 
sebelumnya dan ini dapat dilihat dari peningkatan untuk tahun anggaran 
1996/1997 dari tahun anggaran 1995/1996 yang sebesar 2,17 % dan untuk tahun 
1997/1998 serta tahun 1998/1999 adalah sebesar 1,86 % dan1,53%. Selain dari 
penambahan luas dan peningkatan sarana pasar, penambahan potensi juga 
disebabkan bertambahnya jumlah pedagang. Mulai dari tahun 1995 terdapat 
12.762 pedagang, tahun 1996 terdapat 12.762 pedagang. Untuk tahun 1997 
terdapat 12.762, untuk tahun 1998 terdapat 12.748 pedagang serta tahun 1999 
terdapat 15.787 pedagang. Tahun 1996 tidak terjadinya penambahan jumlah 
pedagang disebabkan karena semua lahan sudah dipergunakan, sedangkan 
penambahan luas pasar tidak terjadi. Tahun1997 terjadi penurunan jumlah 
pedagang disebabkan mulai terasanya krisis ekonomi. Sedangkan kontribusi 
retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun ketahun kontribusinya 
semakin menurun. Pada tahun anggaran 1995/1996 yang menyumbangkan 
19,73% menjadi 15,52% pada tahun anggaran 1998/1999 retribusi pasar 
menyumbang 17,06 %. 
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2.3. Kerangka Pemikiran 
Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta untuk 
memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut ini gambar kerangka 
pemikiran yang skematis. 
 
  
 
 
 
 
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
 
2.4. Hipotesis 
Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan studi 
empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka 
akan diajukan hipotesis sebagai berikut : 
1. Diduga bahwa realisasi penerimaan retribusi pasar yang diperoleh oleh 
pengelola pasar jauh lebih kecil dari potensi yang ada. 
2. Diduga bahwa efektifitas antara perbandingan realisasi dengan potensi 
jauh lebih kecil dibandingkan dengan efektifitas anatar perbandingan 
realisasi dengan target yang ditetapkan oleh PD. Pasar Makassar Raya. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Kantor Perusahaan Daerah 
Pasar Makassar Raya Kota Makassar, yang beralamat di Jalan Urip Sumiharjo 
No.8 Makassar. Hal ini didasarkan karena instansi tersebut diberi kewenangan 
untuk melakukan pemungutan serta mengelola retribusi pasar termasuk retribusi 
Pasar Terong dan Pasar Butung. 
3.2. Jenis dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis 
berdasarkan pada pengelompokannya yaitu :  
a). Data Primer 
Data primer digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk 
menghitung potensi penerimaan retribusi pasar dan mendapatkan fenomena-
fenomena yang terjadi di lapangan. Data diambil melalui survey ke lokasi-lokasi 
pasar yang sebelumnya sudah ditentukan untuk mengetahui retribusi yang 
dikenakan. Selain itu dilakukan wawancara kepada orang yang dianggap 
kompeten di bidangnya dan yang terlibat di dalamnya. 
b). Data Sekunder 
Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan mencatat teori-teori 
dari buku-buku literatur maupun bacaan-bacaan yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti, antara lain realisasi dan target penerimaan retribusi pasar 
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khususnya Pasar Terong dan Pasar Butung Kota Makassar tahun 2013, jumlah 
pedagang yang aktif dan tidak aktif khususnya Pasar Terong dan Pasar Butung, 
serta tarif yang diberlakukan terhadap masing-masing pedagang khususnya Pasar 
Terong dan Pasar Butung kota Makassar. Sumber data yang digunakan berasal 
dari PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar. 
3.3.Metode Pengumpulan Data  
a). Data Primer 
Melakukan pengamatan langsung di lapangan dan wawancara langsung 
kepada kepala penagihan retribusi pasar, petugas pasar dan pedagang. 
b). Data sekunder 
Metode yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu suatu usaha untuk 
mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, 
suratkabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya (Arikunto,2002:206). 
Dokumen yang diperlukan adalah dokumen realisasi dan target penerimaan 
retribusi pasar khususnya Pasar Terong dan Pasar Butung Kota Makassar tahun 
2013, jumlah pedagang yang aktif dan tidak aktif khususnya Pasar Terong dan 
Pasar Butung, serta tarif yang diberlakukan terhadap masing-masing pedagang 
khususnya Pasar Terong dan Pasar Butung Kota Makassar. 
3.4. Metode Analisis 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Analisis 
kuantitatif digunakan untuk menganalisis potensi dan tingkat efektivitas 
penerimaan retribusi pasar khususnya pasar terong dan pasar butung kota 
Makassar, adapun alat yang digunakan sebagai berikut : 
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3.4.1. Analisis Potensi Retribusi Pasar 
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) diterbitkan oleh Balai 
Pustaka yang dimaksud dengan potensi adalah kemampuan yang mempunyai 
kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kesanggupan; daya. Potensi 
retribusi pasar untuk mengukur apakah penetapan target pemungutan retribusi 
pasar sudah dilakukan sebaik-baiknya. Retribusi pasar dapat diperoleh dari jenis 
pungutan-pungutan antara lain : pungutan kios, los, ruko, PKL, f.toko, titipan 
sepeda/kendaraan (parkir), bongkar muat dan lain-lain kemudian dikalikan dengan 
tarif yang diberlakukan (Thahyono,1996). Adapun perhitungannya sebagai 
berikut: 
Potensi Retribusi Pasar Pertahun = Pengguna Jasa x Tarif x 365 Hari 
3.4.2.Analisis Efektivitas Retribusi Pasar  
Efektitas mengukur bagian dari hasil retribusi yang digunakan untuk menutup 
biaya memungut retribusi bersangkutan (Devas, 1989). Efektivitas atau daya guna 
mengukur perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi pasar dengan 
targetnya. Sedangkan menurut Jone dan Pendlebury, adalah suatu ukuran 
keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan 
(Halim,2004).  
Efektivitas bertujuan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil atau 
manfaat yang diinginkan, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan 
sebelumnya dan menentukan apakah efektivitas yang diaudit telah 
mempertimbangkan alternative lain yang memberikan hasil yang sama dengan 
biaya yang paling rendah. Secara rinci menurut Abdul Halim dan Theresia 
Damayanti (2007) tujuan pelaksaksanaan audit efektivitas adalah dalam rangka : 
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1) Menilai tujuan program, baik yang baru maupun yang sudah berjalan, apakah 
sudah memadai dan tepat. 2) Menentukan tingkat pencapaian hasil suatu program 
yang diinginkan. 3) Menilai efektivitas program dan unsur-unsur program secara 
terpisah. 4) Mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan program yang 
mungkin dapat memberikan hasil yang lebih baik dengan biaya yang rendah. 5) 
Menentukan apakah program saling melengkapi, tumpang tindih atau 
bertentangan dengan program lain. 6) Mengindentifikasi cara untuk dapat 
melaksanakan program tersebut dengan lebih baik. 7) Menilai ketaatan terhadap 
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk program tersebut. 8) Menilai 
apakah system pengendalian manajemen sudah cukup memadai untuk mengukur, 
melaporkan dan memantau efektivitas program. 9) Menentukan apakah 
manajemen telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan 
mengenai efektivitas program.  
Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai 
tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi 
tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat 
adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah 
dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah 
suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Pengukuran Efektivitas (Halim, 2004): 
            
         
                 
       
Adapun menurut Septianawati yaitu analisis efektivitas menggambarkan 
kemampuan daerah dalam merealisasikan retribusi pendapatan pasar sesuai 
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dengan potensi yang ada. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas 
dikatagorikan efektif apabila rasio yang dicapai sebesar 90 - 100 %. Namun 
demikian semakin besar rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah 
yang semakin baik, efektivitas pemungutan retribusi pasar dimasudkan untuk 
mengukur rasio antara realisasi retribusi dengan potensi retribusi itu sendiri atau 
dengan formula sebagai berikut : 
Pengukuran Efektivitas (Septianawati,2012):  
            
         
                  
       
Kriteria penilaian terhadap efektivitas pemungutan pajak/retribusi mengacu 
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1994 tentang 
kriteria penilaian dan kinerja keuangan. Penetapan tingkat efektivitas pemungutan 
pajak/retribusi selengkapnya adalah sebagai berikut :  
1. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian diatas 100 % berarti sangat 
efektif.  
2. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian diatas 90 % sampai dengan 
100 % berarti efektif.  
3. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian diatas 80 % sampai dengan 
90 % berarti cukup efektif.  
4. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian diatas 60 % sampai dengan 
80 % berarti kurang efektif.  
5. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian dibawah 60 % bararti tidak 
efektif. 
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3.5.Definisi Operasional Variabel Penelitian 
Defenisi operasional variabel penelitian merupakan suatu pernyataan dalam 
bentuk yang khusus dan merupakan kriteria yang bias diuji secara empiris. 
Defenisi operasional variabel penelitian dapat mengukur, menghitung atau 
mengumpulkan informasi melalui logika empiris. Untuk memperjelas konsep-
konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan defenisi 
operasional variabel penelitian sebagai berikut:  
1. Potensi retribusi pasar yaitu pengguna jasa dikalikan dengan tarif. 
2. Tarif yaitu biaya yang dikenakan terhadap pedagang, yang meliputi 
pungutan kios, los, ruko, PKL, f.toko, titipan sepeda/kendaraan (parkir), bongkar 
muat dan lain-lain.  
3. Efektivitas retribusi pasar adalah perbandingan antara realisasi penerimaan 
retribusi pasar dengan target penerimaan retribusi pasar.  
4. Realisasi penerimaan retribusi pasar adalah total penerimaan yang diterima 
oleh Pasar Terong dan Pasar Butung Kota Makassar atas retribusi pasar yang 
ditetapkan. 
5. Target penerimaan retribusi pasar adalah besarnya target yang telah 
ditentukan oleh PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar untuk total penerimaan 
retribusi pasar terhadap Pasar Terong dan Pasar Butung. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1.Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
4.1.1. Deskripsi Pasar Tradisional Kota Makassar 
 Jumlah pasar tradisional yang ada di Kota Makassar adalah 20 unit yaitu: 
Makassar Mall (Sentral), Terong , Butung, Kampung Baru, Pannampu, Kalimbu, 
Kerung-Kerung, Maricaya, Sawah, Mamajang, Sambung Jawa, Cendrawasih, 
Pa'baeng-Baeng, Pa‟baeng-Baeng Timur, Parangtambung, Panakukkang, Daya, 
Mandai, Darurat Utara, Darurat.  
Dari 20 pasar tersebut, penulis mengambil 2 pasar tradisional yang menjadi 
pertimbangan dimana pasar tersebut memiliki kontribusi yang cukup besar 
terhadap retribusi pasar secara keseluruhan. Pasar-pasar tersebut adalah pasar 
tradisional Terongdan pasar tradisional Butung. Pasar-pasar tersebut mempunyai 
sejarah berdirinya masing-masing sebagai berikut.  
4.1.1.1.Sejarah Pasar Terong  
Bila merujuk pada cerita Haji Tula, salah seorang pedagang buah pertama di 
pasar Terong, maka hadirnya pasar ini pertama kali sudah muncul di tahun 1960 
atau setidaknya akhir tahun 1950-an. Suatu masa yang bersamaan dengan 
gelombang migrasi kedua dari desa-desa di Sulawesi Selatan. Kemunculannya 
pertama kali bukan inisiatif pemerintah atau siapapun melainkan oleh para 
pedagang sendiri yang kemudian meramaikan area kecil di ujung Selatan jalan 
Terong atau dekat dengan jalan Bawakaraeng yang dulu bernama jalan Maros 
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(Maros weg). Demikian, berawal dari pagandeng (dengan sepeda) dan palembara 
(dengan pikulan) yang membawa aneka buah dan sayur mayur terjadilah transaksi 
atau jual beli di area jalan Terong dan lorong-lorong sekitarnya seperti kini 
menjadi jalan Mentimun, jalan Kubis, jalan Sawi dan sebagainya.  
Kurang lebih 7 tahun sejak munculnya pertama kali, bangunan pasar mulai 
terlihat di tahun 1967 hingga 1968. Menurut beberapa pedagang yang hidup saat 
itu, wujud pasar hanyalah bertiangkan bambu dan beratapkan nipa. Saat itu, kanal 
Panampu belum selebar dan sekotor sekarang ini. Kanal itu dulunya hanya sebuah 
got besar yang oleh penduduk setempat disebut „‟solongang lompoa‟„ yang 
dipenuhi kangkung dan rumput liar di kedua sisinya. Area pasar sendiri masih 
sangat terbatas infrastrukturnya sehingga setiap musim hujan selalu terjadi banjir. 
Bila banjir tiba, maka bagian-bagian dalam bangunan pasar dapat hanyut seperti 
hanyutnya buah-buah dagangan seperti mangga, salak, kedondong dan lain-lain.  
Sekitar 1967, terjadi kebakaran hebat di area perkampungan Terong, atau kini 
dikenal kelurahan Tompobalang. Banyak warga kehilangan tempat tinggal dan 
dipindahkan ke area lain seperti di sekitar pasar Karuwisi atau sebelah Utara 
Kebun Binatang, Rappokalling, Rappojawae, Korban 40.000, Cambayya dan 
belakang Galangan Kapal (Capoa). Lokasi eks-kebakaran ini kemudian oleh 
pemerintah kota, saat itu walikota adalah HM. DaengPatompo , dibangunkan 
pasar permanen berupa front toko dan lods-lods yang tahap pekerjaannya 
dilakukan sejak tahun 1970 oleh PT Antara. Pada tahun 1971 pasar Terong 
diresmikan dan ditempati oleh pedagang. Bentuk bangunan masih sederhana. 
Berdasarkan ilustrasi Siswandi yang melakukan riset etnografis di pasar Terong 
menyebutkan bahwa bagian luar pasar berbentuk front toko yang menyerupai 
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huruf „‟U„‟. Front toko ini mirip dengan bangunan rumah toko (ruko) tetapi tidak 
bertingkat dan ukurannya lebih kecil. Di sebelah Barat yang menjadi bagian 
tengah front toko adalah pintu gerbang yang menghubungkan pasar Terong 
dengan jalan Terong.  
Di sebelah Selatan juga terdapat pintu gerbang di antara jejeran front toko dan 
beberapa pedagang Tionghoa juga sudah di sana. Di atas pintu gerbang tersebut 
adalah tempat kantor pasar. Di bagian Timur bisa ditemukan sebuah Mushalla 
yang terletak di atas pintu gerbang tersebut. Sementara di bagian Utara tidak 
terdapat front toko. Di tengah front toko terdapat hamparan lods induk, dan 
beberapa hamparan los kecil di tiap sisinya. Adapun kondisi jalan Terong di 
sekitar tahun 1980 masih berupa pengerasan atau aspal berkerikil.  
Di era tahun 1980 hingga 1990-an, penataan pedagang pasar mencapai titik 
ekstrimnya di mana pedagang pasar berada dalam kontrol anggota militer yang 
bertugas menjaga keamanan. Tahun-tahun tersebut pedagang pasar Terong 
bersentuhan sehari-harinya dengan aparat militer khususnya seorang anggota yang 
bernama Sampe atau pak Sampe. Bentuk kontrolnya dapat dilihat melalui 
banyaknya pos militer yang ditempatkan di area pasar Terong, yakni 2 pos di dua 
sisi jalan Terong, dan 2 pos di dua sisi jalan Sawi (samping kanal). „‟Tidak boleh 
pedagang berjualan di luar area front toko atau area pasar yang ada‟‟, demikian 
petunjuk penataan yang harus dilaksanakan.  
Saat itu, jumlah pedagang sudah marak. Harga satu kios atau satu tempat di 
dalam front toko tersebut bisa mencapai Rp. 10.000,- yang nilainya menurut salah 
satu informan di pasar Terong senilai dengan menjual sepetak sawah di kampung. 
Akibatnya persoalan klasik timbul di mana tidak semua pedagang dapat membeli 
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tempat di dalam front toko. Pilihan yang tersedia adalah berjualan di luar front 
dan memilih kucing-kucingan dengan pak Sampe dan anggota militer lainnya. 
Bila ketahuan, maka resiko memperoleh tendangan ataupun gebukan dari tongkat 
kayu yang disinyalir beralirkan listrik itu akan mengenai tubuh pedagang yang 
„‟membandel‟„. Tentu ada pula pedagang yang memilih pindah ke pasar lain, 
seperti ke pasar Panampu. Tapi tak jarang, banyak yang akhirnya memilih 
kembali ke pasar Terong dan melakukan serangkaian „‟perlawanan‟‟ dalam 
menghadapi kerasnya militer melakukan pengamanan.  
Dari ragam cerita yang dituturkan oleh pedagang yang pernah mengalaminya 
seperti Daeng Nur (49) di mana ia harus berpura-pura gila untuk menemui 
pelanggannya dan membuat janji untuk bertemu di tempat tertentu untuk 
melakukan transaksi sesuai pesanan pelanggan. Lain lagicerita Daeng Jama„ (55) 
dimana ia menyuruh putri-putrinya untuk menjaga barang dagangan agar anggota 
militer itu tidak mengganggu. Malah seorang diantaranya akhirnya menikah 
dengan tentara itu. Lain lagi dengan pak Dolly (40an) yang karena saat itu adalah 
pedagang plus peminum „‟Anggur‟„ tanpa ragu mengajak beberapa tentara untuk 
minum bersama dan saling kenal di kedai tempat dia mangkal agar jualannya 
tidak diganggu.  
Macam-macam saja cerita pedagang mengakali ketatnya pengawasan pak 
Sampe ini. Inilah bentuk perlawanan pedagang atas berbagai kontrol yang 
diterapkan. Namun, satu hal yang pasti, pak Sampe benar-benar menjadi momok 
bagi pedagang yang menjual di luar area pasar. Tidak hanya itu, pasar Terong 
yang dikenal sebagai tempat „‟preman‟‟ berkumpul dari berbagai kampung 
sekitarnya, khususnya dari Maccini Gusung dan Maccini Kidul (Baru), Kandea, 
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Barabaraya, Pucca, Rappokalling dan lainnya juga dibuat jera oleh aksi para 
„‟tentara pasar‟„ ini. Pak Sampe, tentara yang berasal dari tanah Mandar dan 
mengomandoi rekan-rekannya di pasar Terong ini benar-benar ditakuti.  
Menjelang tahun 1994, ide untuk melakukan revitalisasi pasar tahap kedua 
bergulir. Berawal dari sebuah studi banding yang dilaksanakan oleh walikota 
Makassar saat itu, Malik B. Masri di Hawaii, USA, terbersitlah keinginan 
merombak pasar Terong menjadi sebuah pasar modern. Saat itu, terpilihlah PT. 
Prabu Makassar Sejati sebagai developer dimana Ferry Soelisthio sebagai 
komisaris yang memenangkan tender untuk revitalisasipasar „‟tradisional‟‟. 
Mulailah persoalan baru muncul menghampiri pedagang pasar Terong.  
Dengan desain yang „‟terlalu moderen‟„ lahirlah sebuah gedung berlantai 4, 
yakni lantai dasar, 1, 2, dan 3 di lahan seluas 13.253 m2. Sebagaimana revitalisasi 
tahap pertama di masa walikota Daeng Patompo, revitalisasi tahap kedua ini juga 
menuai banyak masalah. Persoalan klasik juga mencuat, harga kios dan lods 
terlampau mahal bagi pedagang kecil yang mendominasi berdagang di pasar 
Terong. Banyak yang dengan terpaksa membeli kios yang berharga 40 – 80 juta 
rupiah atau lods bagi pedagang kecil karena tiada pilihan lain, walau banyak pula 
yang memilih mengisi badan jalan di luar bangunan yang kini berdiri.  
Masalah lain timbul seiring kepindahan pedagang ke dalam gedung baru. 
Tidak sampai 6 bulan, para pedagang „‟basah‟„ kecewa dengan sulitnya proses 
angkut barang naik turun setiap harinya. Belum lagi pembeli yang tidak ingin naik 
hingga ke lantai 2 apalagi lantai 3. Pembeli berkurang berarti pemasukan minim. 
Pemasukan minim berimplikasi pada cicilan tempat terhambat sementara biaya 
untuk mencukupi anggota keluarga di rumah juga dituntut setiap harinya. 
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Akhirnya banyak pedagang memilih keluar dan meninggalkan tempat mereka 
yang sudah dibeli dan sedang berjalan cicilannya. Ramailah kembali badan-badan 
jalan, lorong, trotoar, dan berbagai sudut pasar yang memungkinkan untuk 
ditempati. Sementara di lain pihak, developer melalui perjanjian yang dibuat 
dengan pedagang pembelikios/lods menikmati keuntungan akibat macetnya 
cicilan yang membuat uang muka (DP) dan diskon 12 persen menjadi milik 
developer tanpa harus kehilangan kios dan lods yang sudah dibeli pedagang. 
Hingga kini, masalah ini masih menyisakan banyak kekecewaan di hati pedagang 
yang terlanjur membayar mahal namun kehilangan daya melanjutkan cicilan. 
Tidak membayar selama 3 bulan berturut-turut berarti kehilangan uang DP dan 
diskon 12 persen.  
Memasuki awal tahun 2000-an keadaan pasar semakin semrawut. Pengusaha 
atau developer dan pedagang berada dalam kerugian akibat model bangunan yang 
dipaksakan dalam kondisi yang berbeda kultur. Pedagang pasar Terong tumbuh 
dalam budaya hamparan yang melebar horisontal dan kini dihadapkan pada area 
dengan bangunan vertikal meninggi ke atas. Mereka lalu memilih kembali 
melebar. Karena maraknya pedagang di luar gedung ketimbang di dalam gedung 
maka secara naluria dan berdasarkan kebiasaan pemerintah masa itu persoalan ini 
akan diselesaikan melalui pembersihan pedagang di luar gedung yang kemudian 
dicap „‟liar‟‟. Maka ditempuhlah beragam cara baik legal maupun di luar 
kerangka regulasi. Cara legal tentulah melalui jalur resmi pemerintah seperti 
pengerahan satuan polisi pamong praja atau satpol PP. Lalu cara sebaliknya 
adalah melalui mobilisasi „‟preman‟‟ untuk melakukan aksi teror dan penyebaran 
ketakutan atas pedagang di pasar. Bahkan, kedua model ini dapat bekerja secara 
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bersamaan sebagaimana terjadi di tahun 2003, 2005,dan 2007. Dimana preman 
dan satpol PP turut andil dalam serangkaian pembongkaran dan penggusuran 
kepada pedagang.  
Mengenai penggunaan „‟preman‟‟ dalam upaya penataan pasar Terong 
bukanlah sesuatu kebohongan. Bahkan menjadi keniscayaan bagi pengusaha dan 
pemerintah dalam hal ini perusahaan daerah yang mengelola pasar, PD Pasar 
Makassar Raya. Sekian tahun berada di pasar relasi itu sudah terlihat secara nyata. 
Peran salah seorang yang dikenal sebagai salah satu „‟preman‟‟ di pasar Terong 
misalnya yang bernama Daeng „‟X‟„ yang telah menjadi kaki tangan baik pihak 
developer maupun pihak tertentu di PD Pasar Makassar Raya.  
Pasar berkembang, pedagang juga berkembang tapi persoalan tetap sama, 
yakni ketidakadilan terhadap banyak pedagang pasar yang tidak mampu 
mengakses kios dan lods di dalam gedung dan merugi akibat kios/lods yang dibeli 
tiada dikunjungi pembeli. Pasar kini dikelola oleh dua aktor, yakni pihak 
developer dan pihak Perusahaan daerah milik pemerintah kota Makassar. Bentuk 
perlawanan pedagang juga berubah dan tidak lagi sporadis dan sembunyi-
sembunyi. Di tahun 2003 sudah ada organisasi yang lahir dari kalangan mereka 
yang mereka sebut Persaudaraan Pedagang Pasar Terong, disingkat SADAR. 
Organisasi ini sudah berhasil meningkatkan nilai tawar pedagang sehingga tidak 
lagi terlalu rentan oleh aksi penggusuran dan ancaman teror dari preman. 
4.1.1.2.Sejarah Pasar Butung 
Kalau berbicara tentang  Kota Makassar tentunya yang ada dibenak kita 
adalah tempat-tempat  yang terkenal di kota ini antara lain Pantai Losari, Pasar 
Somba Opu, Lapangan Karebosi, Benteng Fort Rotterdam dan banyak lagi yang 
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lainnya. Namun bagi para penggila belanja khususnya pakaian grosir, Pasar 
Butung-lah surganya. 
Pasar Butung yang oleh pemerintah Belanda mulanya dinamakan Passer 
Botoeng berlokasi tak jauh dari pusat Kota Makassar. Lokasinya berada di 
Kompleks Pusat Grosir Pasar Butung Jl Butung. Dinamakan Kelurahan Butung 
atau lebih popular dengan sebutan “Kampung Butung” konon karena dahulu 
penduduknya didominasi oleh orang asal Buton yang merupakan imbas 
kesepakatan “perjanjian Bungaya” tahun 1667 yang diplesetkan menjadi 
“Butung” oleh lidah masyarakat kota Makassar. 
Sejak dahulu Kampung Buton atau Butung menjadi kawasan segitiga emas 
perdagangan di Makassar karena terletak di kawasan Pasar Pecinaan (Jl Bali dan 
sekitarnya), perkantoran Belanda (Jl Ribura‟ne dan sekitarnya), serta Pintu 1 
Pelabuhan Laut Soekarno-Hatta. Untuk diketahui, bibir pantai pelabuhan sekitar 
abad 19‟ masih berbatasan dengan pintu pasar lama sebelah barat atau sekarang 
jalan Sulawesi yang berarti sudah terjadi pendangkalan yang signifikan. Dahulu 
Pasar Butung juga merupakan stasiun kereta api yang pernah ada di Makassar dan 
konon rutenya sampai ke Takalar. 
Karena letaknya dekat pelabuhan laut, Pasar Butung salah satunya pasar yang 
masih mempertahankan tradisi jualan grosir hal ini tidak terkecuali berdampak 
ekonomi terhadap masyarakat sekitarnya. Sehingga tidak heran jika di sekitar 
jalan Butung banyak sarana hiburan yang hadir, mulai dari hiburan karoke, 
lokalisasi dan lainnya. 
Pasar Butung telah di renovasi, khususnya kios yang berada di lantai 2. Salah 
satu kenyamanan yang ditawarkan adalah fasilitas AC, selain itu kebersihan terus 
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dijaga. Kondisi ini akan jauh berbeda sebelum pasar ini terbakar. Walaupun 
perbaikan belum selesai sepenuhnya namun Pasar Butung tetap menjadi 
primadona bagi pembeli grosir dan pribadi. 
Kini Pasar Butung telah menjadi Pusat Grosir Butung yang menjual pakaian 
jadi di Makassar, layaknya Pasar Tanah Abang di Jakarta. 
4.1.2. Deskripsi PD.Pasar Makassar Raya 
Makassar sebagai ibukota Propinsi Sulawesi Selatan secara geografis terletak 
di panatai barat pulau Sulawesi (Selat Makassar) dengan garis koordinat 119o 
24„17,38„„ BT dan o8„6,19„„ LS dengan luas wilayah 17.577 Ha atau 175,77 Km. 
Saat ini Kota Makassar terbagi atas 14 Kecamatan, 143 Kelurahan dan 
berpenghuni sekitar 1.253.656 jiwa penduduk dengan pertembuhan ekonomi 
8.11% per tahun.  
Makassar juga merupakan pusat pertumbuhan wilayah dengan pengembangan 
ikawasan timur Indonesia yang ditunjang dengan fasilitas pelayanan antara lain 
bandara internasional Sultan Hasanddin, pelabuhan Makassar dan Terminal 
Cargo, Perguruan Tinggi, Balai Penelitian, sarana komunikasi dan informasi serta 
saranan penunjang lainnnya termasuk Pasar Tradisonal.  
Pemerintah kota Makassar mempunyai 16 unit pasar yang letaknya tersebar di 
beberapa wilayah kecamatan. Saat ini penglolaan ke-16 unit pasar tersebut 
diserahkan kepada Perusahaan Daerah (PD) Pasar Makassar Raya Kota Makassar, 
salah satu perusahaan daerah yang dibentuk Pemerintah Kota berdasarkan 
Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1999  
Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah (Otoda) yang dititikberatkan 
pada daerah kabupaten dan kota, maka Pemerintah Kota Makassar berupaya 
48 
 
 
 
mengembangkan mekanisme pembiayaan dengan menggali berbagai bentuk 
pembiayaan yang potensial untuk menunjangpembangunan Kota sekaligus 
peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat termasuk penyedia infrastruktur 
pasar yang representative termasuk pasar tradisional.  
Kehadiran Perusahaan Daerah (PD) Pasar Makassar Raya selain dapat 
merumuskan formulasi arah kebijakan dan strategi untuk mendapatkan sumber 
pembiayaan untuk melengkapi sarana dan prasarana pasar PD. Pasar Makassar 
Raya diharapkan dapat membiayai dirinya sekaligus dapat memberi keuntungan 
dalam bentuk deviden ke kas Pemerintah Kota Makassar  
Dalam rangka optimalisasi pencapaian target dan keberhasilan pengembangan 
PD. Pasar Makassar Raya maka dirumuskan suatu bisnis planPD. Pasar Makassar 
Raya. Bisnis Plan tersebut adalah rencana taktis dan strategis yang memuat 
permasalahan dan rencana tindak perbaikan, rencana pencapaian target tahunan, 
serta arah kebijakan secara utuh dan menyeluruh.  
4.1.2.1. Sejarah Berdirinya Perusahaan  
Pembangunan dan peremajaan pengelolaan pasar tradisional ditengah 
menjamurnya Pasar-pasar modern (MALL) membutuhkan investasi besar, 
sementra di sisi lain Pemerintah Kota menghadapi kendala dalam hal keterbatasan 
dana untuk melakukan investasi.Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kota 
Makassar membentuk Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya sebagai pengganti 
Dinas Pengelolaan Pasar dengan dasar pembentukannya Perda No. 4 Tahun 1999 
tentang pembentukan PD. Pasar Makassar Raya sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah No, 17 Tahun 2002 dan ditindaklanjuti dengan SK. Walikota 
Nomor 8175 Tahun 1999 tanggal 11 Desember 1999, kemudian diperkuat dengan 
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Peraturan Daerah No. 12 tahun 2004 tentang Pengurusan Pasar dalam Daerah 
Kota Makassar.  
4.1.2.2. Pihak Yang Terlibat  
Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya adalah salah satu perusahaan 
BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar dan Walikota Makassar 
bertindak selaku Owner (pemilik) perusahaan. Sesuai dengan Peraturan Walikota 
Makassar No. 12 Tahun 2006 tanggal 27 Maret 2006 tentang PerubahanSusunan 
Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota 
Makassar.Struktur organisasi yaitu yang pertama adalah badan pengawas. 
Kemudian di bawahnya yaitu direksi yang terdiri dari direktur utama, direktur 
umum, dan direktur operasional.Kemudian di bawahnya lagiyaitu satuan 
pengawas internal.Kemudian kelompok jabatan fungsional.Kemudian unsur staf 
yang terdiri dari bagian umum, bagian keuangan, bagian fisik dan prasarana, 
bagian ketertiban dan keindahan. Kemudian unsur pelaksanan yang terdiri dari 
unit-unit pasar yang berada di Kota Makassar. 
4.1.2.3. Rencana Pengembangan 
a. Peningkatan Kinerja Pendapatan 
Berkaitan dengan peningkatan kinerja pendapatan, maka Bisnis Plan PD. 
Pasar Makassar Raya yaitu, 1) Melakukan perubahan PERDA Nomor : 8 Tahun 
1996 tentang Retribusi Pasar dan Pusat Perbelanjaan, 2) Melakukan usaha-usaha 
intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap objek jasa pengelolaan pasar melalui Tim 
Penagih/Monitor yang dibentuk, 3) Memberikan bantuan kredit permodalan 
kepada pedagang melalui kerjasama dengan PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota 
Makassar, 4) Memanfaatkan secara optimal sarana./prasarana pasar yang ada, 5) 
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Menetapkan sanksi yang tegas sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku, 
6)Mengefektifkan pengawasan internal dan eksternal kepada aparat, 
7)Memperbaiki dan memperbaharui data potensi yang ada sehingga diperoleh 
data-data yang akurat dan objektif. 
b. Peningkatkan Pelayanan Kebersihan  
Pendapatan dan penanganan masalah kebersihan pasar merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dengan usaha-usaha Perusahaan Daerah (PD) Pasar 
Makassar Raya dalam peningkatan pelayanannya kepada masyarakat pengguna 
pasar.Berkaitan dengan upaya peningkatan pelayanan kebersihan, maka Bisnis 
Plan PD. Pasar Makassar Raya ke depan yaitu, 1) Meningkatkan kuatitas dan 
kualitas kerja parat kebersihan, 2) Melakukan perbaikan saluran drainase, 
3)Menambah jumlah container dan tong sampah di lokasi pasar yang berpotensi 
besar menimbulkan tumpukan sampah, 4) Mebuat landasan kontainer sampah, 
5)Meningkatkan kapasitas pengangkutan. 
 
4.1.2.4. Landasan Hukum dan Operasional  
1. Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 1999 tentang Pembentukan Perusahaan 
Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar. 
2. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Badan 
Pengawas, Direksi dan Kepegawaian PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar. 
3. Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2002 tentang Perubahan Perda Nomor 4 
tahun 1999. 
4. Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2004 tentang Pengurusan Pasar dalam 
Wilayah Daerah Kota Makassar. 
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5. Peraturan Walikota Makassar Nomor 1 tahun 2004 tentang Petunjuk 
Teknik Pelaksanaan Perda Nomor 12 tahun 2004. 
6. Peraturan Walikota Nomor 12 tahun 2006 tentang Perubahan Struktur dan 
Tata Kerja Perusaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar. 
7. Keputusan Walikota Makassar Nomor 8175 tahun 1999 tentang Sususan 
Organisasi dan tata kerja PD. Pasar Makassar Raya kota Makassar. 
8. Keputusan Walikota Makassar Nomor 23/S.Kep/030/2001 tentang 
Pemisahan sebagian Barang Milik Pemerintah Kota Makassar kepada Perusahaan 
Daerah Pasar Makassar Raya. 
9. Keputusan Walikota Makassar Nomor 452/S.Kep/511.2/2011 tentang 
Penunjukan PD. Pasar Makassar sebagai penglola Pasar Milik Pemerintah Kota 
Makassar. 
10. Keputusan Walikota Makassar Nomor 741/Kep/030/2003 tentang 
Pemisahan sebagian Barang Milik Pemerintah Kota Makassar kepada Perusahaan 
Daerah Pasar Makassar Raya.  
11. Keputusan Walikota Makassar nomor 290/Kep/910/2007 tentang 
Pengesahan Keputusan Direksi PD. Pasar Makassar Raya Nomor 
974/85/I/S.Kep/PD. PSr/2007. 
4.1.2.5. Potensi Operasional  
a. Asset  
Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 1999 Bab IV Pasal 8 Ayat 1,2, dan 3 dan 
keputusan Walikota Mkassar Nomor : 23/S.Kep/030/2000 tentang pemisahan 
sebagaian barang milik pemerintah kota Makassar kepada PD Pasar Makassar 
Raya Kota Makassar maka assetnya senilai Rp. 216.462.631.250.- (Dua Ratus 
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Enam Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga puluh 
Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). 
b. Sumber Daya Manusia PD. Pasar Makassar Raya 
Tabel berikut menunjukkan daftar sumber daya manusia PD. Pasar Makassar 
Raya. 
Tabel 4.1. 
Daftar Sumber Daya Manusia PD. Pasar Makassar Raya 
No. Tingkat Pendidikan/Golongan Jumlah  
1. Sarjana (S1) 45 
2. Diploma (D3) 12 
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) 96 
4. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 12 
5. Sekolah Dasar (SD) 13 
 Jumlah  178 
              Sumber : PD. Pasar Makassar Raya, 2014 
c. Kontrak  
Pegawai Non Organik yang dipekerjakan berjumlah 119 orang (Diluar 
Direksi). Salah satu diantaranya masih berstatus PNS yang diperbantukan. 
4.1.2.6. Tujuan dan Manfaat Perusahaan 
a). Tujuan  
1. Untuk menganalisis potensi perusahaan yang dapat dikembangkan melalui 
upaya intensifikasi, ekstensiikasi maupun diversitifikasi sebagai pendapat PD. 
Pasar Makassar Raya dan sumber PAD Kota Makassar. 
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2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memperngaruhi peningkatan 
pendapatan dan pengembangan PD. Pasar Makassar Raya. 
3. Menentukan strategi peningkatan pendapatan dan pengembangan 
perusahaan melalui optimalisasi pengelolaan potensi perusahaan yang dimiliki.  
b). Manfaat  
1. Sabagai bahan pengambilan keputusan bagi Perusahaan Daerah Pasar 
Makassar Raya dalam menentukan tergat pendapatan dalam kurung waktu satu 
sampai lima tahun ke depan. 
2. Dapat dijadikan bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja dan 
pendapatan bagi perusahaan dari waktu ke waktu. 
3. Sebagai bahan masukan bagi Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya 
dalam mengambil suatu keputusan strategi yang berkaitan dengan peningkatan 
pelayanan dan pendapatan.  
4.1.2.7. Visi dan Misi Perusahaan 
a). Visi  
Visi PD. Pasar Makassar Raya adalah “Pasar Untuk Semua” dimana dalam 
mengelola pasar di Kota Makassar mengarah ke peningkatan pelayanan jasa pasar 
untuk memenuhi kebutuhan semua lapisan ekonomi masyarakat. Visi ini diambil 
guna mewujudkan pasar tempat berbelanja yang aman dan bersih dalam 
menunjang kota Makassar menuju kota dunia berlandaskan kearifan local 2014. 
b). Misi  
Dalam menunjang visi di atas. PD. Pasar mengusung misi yaitu, 
1)Menyediakan infrastruktur pasar yang memadai, 2) Menyediakan tempat 
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berjualan yang representatif, 3) Menyediakan fasilitas keamanan pasar yang 
kondusif, 4) Menciptakan kondisi lingkungan pasar yang sehat. 
4.1.2.8. Kondisi Perusahaan Saat Ini  
1). Data Umum  
PD. Pasar Makassar Raya dibentuk Pemerintah Kota Makassar sesuai 
Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1999. Hal ini dilakukan untuk menyikapi 
perubahan sistem pemerintahan sentralistik menjadi otonomi serta untuk 
mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber keuangan daerah disektor jasa 
pemasaran. Diawal operasinya, PD. Pasar Makassar Raya dipercaya oleh 
Pemerintah Kota Makassar untuk mengelola asset 4 unit pasar anatar lain 
Makassar Mall, Terong, Butung Kampung baru. 9 unit pasar lainnya yaitu 
Pannampu, Kalimbu Kerung-kerung, Sambung Jawa-Cendrawasih, Maricaya 
Sawah-Mamajang, Pa„baeng-baeng, Parang Tambung, Panakukang, Daya-
Mandai-Tamalanrea serta pasar darurat hanya diserahi tanggung jawab dalam 
penarikan retribusinya. Adapun pengelolaan assetnya masih dilakukan Pemerintah 
Kota Makassar dibawa instansi dinas Pasar.  
Melihat kemampuan PD. Pasar dalam menngelola keuangan ke-20 unit pasar 
khususnya di sektor pendapatan yang terus mengalami peningkatan, pada tahun 
2004 Pemerintah kota Makassar kembali menyerahkan asset ke-9 pasar lainnya 
sehingga berjumlah 20 unit pasar.  
2). Tugas Pokok PD. Pasar Makassar Raya  
Adapun tugas pokok PD. Pasar Makassar Raya yaitu, 1) Pengembangan 
kinerja pendapatan, 2) Peningkatan pelayanan kebersihan, 3) Peningkatan 
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pelayanan keamanan dan ketertiban pasar, 4) Penyedia sarana dan prasarana fisik 
yang memadai, 5) Peningkatan kinerja aparat/karyawan. 
 
4.2. Potensi Penerimaan Retribusi Pasar 
Hasil perhitungan potensi penerimaan retribusi pasar berdasarkan dengan data 
yang diperoleh dari survey ke lokasi dan melalui PD. Pasar Makassar Raya yaitu 
dengan menghitung jumlah pedagang yang aktif maupun tidak aktif di lokasi 
pasar dikalikan tarif. Untuk lokasi pasar terbagi menjadi 2 yaitu Pasar Terong dan 
Pasar Butung. 
4.2.1. Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Terong 
Pasar terong merupakan salah satu pasar tradisional yang terbesar di kota 
makassar, yang membuat pasar terong memiliki potensi yang cukup besar. Pasar 
terong memiliki 4 jenis tempat berjualan yaitu ruko, kios, lods, dan pkl, yang 
jumlahnya masing-masing berbeda. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat 
rinciannya pada tabel 4.2. berikut : 
Tabel 4.2. 
Rincian Pedagang Pasar Terong 
No. Nama Tempat Aktif  Tidak Aktif Jumlah  
1. Ruko  1 8 9 
2. Kios  257 524 781 
3. Lods  109 752 861 
4. Pkl  700 281 981 
5. Jumlah  1.067 1.565 2.632 
                  Sumber : PD. Pasar Makassar Raya, 2014 
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Dari tabel 4.2. kita bisa melihat jumlah tempat berjualan yang tidak aktif 
lebih banyak yaitu 1.565 dibandingkan dengan yang aktif hanya 1.067 dengan 
jumlah keseluruhan sebesar 2.632. Hal ini memerlukan perhatian khusus dan 
dilakukan strategi agar tempat berjualan tersebut dapat terisi, misalnya dengan 
mengiklankan tempat berjualan agar ada yang menggunakan atau menyewanya, 
sehingga terhuni atau disewa. Tempat berjualan yang memiliki jumlah paling 
banyak yaitu pkl  dengan jumlah pedagang yang aktif adalah 700 dan yang tidak 
aktif adalah 281 dengan jumlah keseluruhan 981. Itu disebabkan karena 
banyaknya pkl yang berjualan di sekitar pasar mulai dari jalan masuk pasar 
sampai di sekitar gedung pasar, yang kebanyakan menujal bahan-bahan pokok 
makanan. Sedangkan Ruko berjumlah 9, yang aktif sebanyak 1 dan yang tidak 
aktif sebanyak 8, banyaknya ruko yang tidak aktif dikarenakan banyaknya 
pedagang yang memilih menjadi pkl. Kios berjumlah 781, yang aktif sebanyak 
257 dan yang tidak aktif sebanyak 524 yang kebanyakan menjual pakaian dan 
perabot rumah tangga. Lods berjumlah 861, yang aktif sebanyak 109 dan yang 
tidak aktif sebanyak 752 yang letaknya kebanyakan di basement dengan barang 
dagangan berupa daging, ikan dan juga rempah-rempah. Banyaknya kios dan lods 
yang tidak terisi disebabkan pembeli kebanyakan hanya ingin membeli kebutuhan 
pokok yang telah disediakan oleh pkl yang berada di luar gedung sehingga 
pembeli malas untuk masuk ke dalam gedung pasar. Secara grafik kita dapat 
melihat perbandinganantara pedagang yang aktif dan tidak aktif pada grafik 4.1. 
berikut ini : 
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Grafik 4.1. 
Perbandingan Pedagang Pasar Terong 
 
Sumber : PD. Pasar Makassar Raya,2014 
Adapun potensi yang dimiliki oleh Pasar Terong yang diperoleh dari survey 
langsung ke lokasi pasar dan wawancara terhadap pihak yang terkait yang dapat 
dilihat pada tabel 4.3. : 
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Tabel 4.3. 
Potensi Retribusi Pasar Terong 
Retribusi Perhari 
No. Jenis Pungutan Jumlah  Tarif Retribusi(Rp) Total(Rp) Keterangan  
1. Ruko  9 4.000 36.000 1 aktif/ 
8 tidak aktif 
2. Kios  781 3.000 2.343.000 257 aktif/  
524 tidak aktif        
3. Lods  861 3.000 2.583.000 109 aktif/  
752 tidak aktif 
4. Pkl  981 3.000 2.943.000 700 aktif/  
281 tidak aktif 
5. Kebersihan Kios 
dan Lods 
1642 1.000 1.642.000  
6. Penggilingan  30 5.000 150.000  
7. Bongkar Muat 20 10.000 200.000  
8. MCK 50 2.000 100.000  
9. Parkir  100 2.000 200.000  
10. Jumlah    10.197.000 Pend./hari 
Retribusi Perbulan 
1. Kios  781 10.000 7.810.000 257 aktif/  
524 tidak aktif 
2. Listrik Kios dan 
Lods 
1642 80.000 131.360.000 Dipungut oleh 
pihak ketiga  
3. Jumlah    139.170.000 Pend./bulan 
Sumber : Data Diolah 
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Potensi pertahun = (Rp. 10.197.000 x 365) + (Rp. 139.170.000 x 12) 
                            = Rp. 3.721.905.000 + Rp. 1.670.040.000 
                            = Rp. 5.391.945.000 
Dari hasil perhitungan di atas dapat diperkirakan potensi penerimaan retribusi 
Pasar Terong secara keseluruhan dalam setahun yaitu mencapai Rp. 
5.391.945.000, yang diperoleh dari 2.632 pedagang yang terdiri dari 1.067 
pedagang yang aktif dan 1.565 pedagang yang tidak aktif dengan tarif yang 
berbeda tiap pedagangnya serta kegiatan yang lainnya yang berada dalam pasar 
terong, namun apabila kita menghitung tanpa memasukkan pemungutan dari 
pihak ketiga (developer) berupa listrik kios dan lods, potensi penerimaan retribusi 
pasar terong yaitu sebesar Rp.3.815.625.000. 
Dari beberapa pedagang yang diwawancarai ternyata rata-rata memiliki omset 
yang cukup besar tiap bulannya, meskipun omset yang diperoleh oleh pedagang 
tiap bulannya tidak tetap. Dari hal tersebut kita bisa membandingkan apakah tarif 
retribusi yang ditetapkan oleh pengelola pasar sudah tepat atau tarif tersebut 
masih perlu dinaikkan agar pengelola pasar memperoleh penerimaan yang lebih 
besar yang otomatis berdampak terhadap peningkatan PAD Kota Makassar. 
Perbandingan tersebut diperoleh melalui perbandingan rata-rata omset tiap bulan 
pedagang dengan retribusiyang dikenakan terhadap masing-masing tempat 
berjualan yang digambarkan pada tabel 4.4. : 
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Tabel 4.4. 
Pebandingan Omset Pedagang Terhadap Retribusi Pasar Terong 
No. Nama Tempat Omset/bulan Retribusi/bulan Persentase  
1 Ruko  90.000.000 420.000  0,47 % 
2 Kios  47.500.000 210.000  0,4% 
3 Lods  37.500.000 200.000  0,5% 
4 Pkl  46.500.000 90.000  0,2 % 
    Sumber : Data Diolah 
Dari tabel di atas kitas bisa melihat persentasi yang sangat kecil apabila kita 
membandingkan retribusi perbulan dengan omset perbulan yaitu ruko sebesar 
0,47%, kios sebesar 0,4%, lods sebesar 0,5%, dan pkl sebesar 0,2%, atas hal 
tersebut diharapkan pihak pengelola pasar meningkatkan tarif retribusi beberapa 
persen secara bertahap agar dapat meningkatkan penerimaan retribusi pasar itu 
sendiri terutama tarif perhari . 
4.2.2. Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Butung 
Pasar Butung merupakan salah satu pasar grosir pakain yang terbesar di Kota 
Makassar yang ramai dikunjungi oleh pembeli tiap harinya. Pasar Butung sudah 
lebih modern apabila kita bandingkan dengan Pasar Terong, dilihat dari tidak 
adanya PKL disekitar gedung pasar yang membuat pasar terlihat lebih bersih, 
banyaknya petugas keamanan, serta sistem perpapkiran yang teratur dengan tarif 
yang jelas. Pasar Butung memiliki 4 jenis tempat berjualan yaitu ruko, f.toko, 
kios, dan lods, yang jumlahnya masing-masing berbeda. Untuk lebih jelasnya 
digambarkan pada tabel 4.4. : 
 
61 
 
 
 
Tabel 4.5. 
Rincian Pedagang Pasar Butung 
No. Nama Tempat Aktif Tidak Aktif Jumlah 
1. Ruko 21 11 32 
2. F. Toko 9 11 20 
3. Kios 400 200 600 
4. Lods 200 57 257 
 Jumlah 630 279 909 
       Sumber : PD. Pasar Makassar Raya, 2014 
Dari tabel di atas kita bisa melihat jumlah tempat berjualan yang aktif 
sebanyak 630 dan yang tidak aktif sebanyak 279 dengan jumlah keseluruhan 
sebesar 909 yang hampir semua pedagang menjual pakaian. Ini menunjukkan 
kondisi yang bagus, karena jumlah pedagang yang aktif lebih banyak 
dibandingkan yang tidak aktif. Tetapi lebih baik lagi apabila jumlah pedagang 
yang aktif ditingkatkan, agar bisa menggali potensi yang ada. Kios memiliki 
jumlah yang paling banyak yaitu sebanyak 600 Kios yang terdiri dari 400 yang 
aktif dan 200 yang tidak aktif. Itu dikarenakan Pasar Butung adalah pasar grosir 
pakaian yang pedagangnya hampir semua berjualan dalam gedung. Sedangkan 
Ruko berjumlah 32, yang aktif sebanyak 21 dan yang tidak aktif sebanyak 11 
yang letaknya di bagian paling luar gedung pasar, mayoritas juga pedagang pakain 
.Front Toko berjumlah 20, yang aktif sebanyak 9 dan yang tidak aktif sebanyak 
11. F.toko disini dikategorikan tempat berjualan yang luasnya lebih dari 2x3m 
persegi yang juga dominan penjual pakain. Lods berjumlah 257, yang aktif 
sebanyak 200 dan yang tidak aktif sebanyak 57. Barang dagangan lods beragam 
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ada kosmetik , emas, tas, makanan, dll.Secara grafik kita dapat melihat 
perbandingan antara pedagang yang aktif dan tidak aktif pada grafik 4.2. berikut 
ini : 
Grafik 4.2. 
Perbandingan Pedagang Pasar Butung 
 
Sumber : PD. Pasar Makassar Raya, 2014 
Adapun potensi yang dimiliki pasar butung yang melalui survey ke lokasi 
pasar dan wawancara terhadap pihak yang terkait yang dapat dilihat pada tabel 
4.5. berikut ini.  
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Tabel 4.6. 
Potensi Retribusi Pasar Butung 
  Retribusi Perhari 
No.  Jenis Pungutan Jumlah  Tarif Retribusi(Rp) Total(Rp)  Keterangan  
1. Ruko  32 4.000  128.000 21 aktif / 
11 tidak aktif 
2. F. Toko 20 4.000  80.000 9 aktif /  
11 tidak aktif 
3. Kios  600 3.000  1.800.000 400 aktif /  
200 tidak aktif 
4. Lods  257 3.000  771.000 200 aktif /  
57 tidak aktif 
5. Bongkar Muat 10 10.000 100.000 Dipungut oleh 
pihak ketiga 6. MCK  30 2.000 60.000 
7. Parkir  50 2.000 100.000  
8. Jumlah    3.039.000 Pend./hari 
Retribusi Perbulan 
1. Listrik untuk 
semua 
909 350.000 318.150.000 Dipungut oleh 
pihak ketiga 
2. Jumlah    318.150.000 Pend./bulan 
Retribusi Pertahun 
1. Sewa tempat 
untuk semua  
909 30.000.000 27.270.000.000 Dipungut oleh 
pihak ketiga 
2. Jumlah    27.270.000.000 Pend./tahun 
Sumber : Data Diolah 
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Potensi pertahun = ( Rp. 3.039.000 x 365 ) + ( Rp. 318.150.000 x 12 )  
                                + ( 27. 270.000.000 ) 
                            = Rp. 1.109.235.000 + Rp. 3.817.800.000  
                                + Rp. 27.270.000.000 
                            = Rp. 32.197.035.000 
Dari hasil perhitungan di atas dapat diperkirakan potensi penerimaan retribusi 
Pasar Butung secara keseluruhan dalam setahun yaitu mencapai 
Rp.32.197.035.000, yang diperoleh dari 909 pedagang yang terdiri dari 630 
pedagang yang aktif dan 279 pedagang yang tidak aktif dengan tarif yang berbeda 
tiap pedagangnya serta kegiatan yang lainnya yang berada dalam pasar terong, 
namun apabila kita menghitung tanpa memasukkan pemungutan dari pihak ketiga 
(developer), potensi penerimaan retribusi Pasar Butung yaitu sebesar Rp. 
1.050.835.000. Apabila kita melihat perhitungan potensi pada tabel 4.5. pengelola 
pasar hanya memungut dua jenis retribusi yaitu retribusi perhari dan parkir 
sedangkan retribusi yang lainnya dipungut oleh pihak ketiga ( developer ). Hal 
tersebut disebabkan pemasangan listrik dan hal lainnya membutuhkan biaya yang 
cukup besar sehingga pengelola pasar memberikannya kepada pihak ketiga 
(developer) untuk mengelola hal tersebur begitupun Pasar Terong. 
Dari beberapa pedagang yang diwawancarai ternyata rata-rata memiliki omset 
yang cukup besar tiap bulannya, meskipun omset yang diperoleh oleh pedagang 
tidak tetap. Dari hal tersebut kita bisa membandingkan apakah tarif retribusi yang 
ditetapkan oleh pengelola pasar sudah tepat atau tarif tersebut masih perlu 
dinaikkan agar pengelola pasar memperoleh penerimaan yang lebih besar yang 
otomatis berdampak terhadap peningkatan PAD Kota Makassar. Perbandingan 
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tersebut diperoleh melalui perbandingan rata-rata omset pedagang dengan 
retribusi yang dikenakan terhadap masing-masing tempat berjualan yang 
digambarkan pada tabel 4.6. : 
Tabel 4.7. 
Perbandingan Omset Pedagang Terhadap Retribusi Pasar Butung 
No. Nama Tempat Omset/tahun Retribusi/tahun Persentase  
1. Ruko  1.800.000.000 39.240.000 2,18% 
2. F. Toko 720.000.000 35.640.000 4,95% 
3. Kios  270.000.000 35.280.000 13,07% 
4. Lods  2.160.000.000 35.280.000 1,64% 
Sumber : Data Diolah 
Dari tabel di atas kitas bisa melihat persentasi yang lebih baik apabila 
dibandingkan dengan Pasar Terong yaitu ruko sebesar 2,18%, f.toko sebesar 
4,95%, kios sebesar 13,07%, dan lods sebesar 1,64%, ini disebabkan adanya 
retribusi pertahun yang cukup besar yaitu retribusi sewa tempat dalam setahun 
yang rata-rata mencapai Rp. 30.000.000,- yang menyebabkan persentase sedikit 
meningkat.Tetapi alangkah baiknya apabila pengelola pasar meningkatkan 
beberapa persen tarif retribusi, terutama tarif perhari yang hanya berkisar antara 
Rp. 3.000,- sampai dengan Rp. 4.000,-.  
Adapun apabila kita membandingkan persentase antara Pasar Terong dan 
Pasar Butung berdasarkan jenis pedagang yang sama dapat digambarkan pada 
tabel 4.7. berikut ini. 
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Tabel 4.8. 
Perbandingan Persentase Omset Pedagang Terhadap Retribusi Antara 
Pasar Terong Dengan Pasar Butung 
Nama Pasar Ruko  Kios  Lods  
Pasar Terong 0,47 % 0,4 % 0,5 % 
Pasar Butung 2,18 % 13,07 % 1,64 % 
Sumber : Data Diolah 
Dari perbandingan di atas terlihat persentase Pasar Butung yang lebih besar 
dibandingkan dengan Pasar Terong. Itu berarti tarif-tarif retribusi yang diterapkan 
oleh Pasar Butung jauh lebih efektif dibandingkan dengan tarif-tarif retribusi yang 
diterapkan oleh Pasar Terong. Hal tersebut disebabkan oleh tarif listrik yang lebih 
besar dan diberlakukannya retribusi sewa tempat pertahun di Pasar Butung. 
Berdasarkan hal tersebut diharapkan pengelola Pasar Terong memberlakukan 
adanya tarif baru atau meningkatkan tarif retribusi yang dianggap masih bisa 
ditingkatkan seperti tarif perhari, begitu pula di Pasar Butung melakukan hal yang 
sama disebabkan persentase ruko dan lods yang masih kecil apabila kita 
bandingkan dengan  kios. 
4.3.Efektifitas Penerimaan Retribusi Pasar 
Efektifitas dimaksud adalah untuk melihat hubungan antara realisasi 
penerimaan retribusi terhadap target yang sudah ditetapkan, apakah besarnya 
sudah sesuai dan dapat dicapai. Besarnya tingkat efektifitas dapat dihitung dengan 
rumus berikut : 
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Hasil perhitungan rumus tersebut, apabila mendapatkan nilai atau angka 
mendekati 100 %, maka retribusi pasar semakin efektif. Untuk melihat lebih jelas 
efektifitas retribusi pasar pada tahun 2013 dapat digambarkan pada Tabel 4.7. 
berikut  : 
Tabel 4.9. 
Efektifitas Retribusi Pasar Berdasarkan Target Tahun 2013 
Nama Pasar  Target  Realisasi  % Efektifitas  
Pasar Terong  1.231.520.000 1.158.601.000 94% Efektif  
Pasar Butung 630.900.000 648.376.000 103% Sangat Efektif 
Sumber : PD. Pasar Makassar Raya 
Sedangkan jika efektifitas dibandingkan antara potensi dengan realisasi 
retribusi pasar. Potensi disini yaitu potensi tanpa memasukkan penerimaan dari 
pihak ketiga (developer) yang digambarkan pada Tabel 4.8. berikut : 
Tabel 4.10. 
Efektifitas Retribusi Pasar Berdasarkan Potensi Hasil Penelitian 
Nama Pasar Potensi  Realisasi  % Efektifitas  
Pasar Terong 3.815.625.000 1.158.601.000 30% Tidak Efektif 
Pasar Butung 1.050.835.000 648.376.000 62% Kurang Efektif 
Sumber : Data Diolah 
Efektifitas penerimaan retribusi Pasar Terong realisasi pencapaiannya pada 
tahun 2013 sebesar Rp. 1.158.601.000,- dari targetnya Rp. 1.231.520.000,- sudah 
mencapai 94% atau “efektif”, namun jika dibandingkan dengan efektifitas hasil 
penelitian berdasarkan potensinya sebesar Rp. 3.815.625.000,- mencapai 30% 
atau “tidak efektif”. Hal ini dikarenakan penetapan targetnya masih terlalu rendah 
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dan tidak berdasarkan potensi yang sesungguhnya dan juga lebih banyaknya 
pedagang yang tidak aktif dibandingkan yang aktif yaitu pedagang yang tidak 
aktif sebanyak 1565 sedangkan pedagang yang aktif hanya sebanyak 1067. 
Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yaitu adanya pedagang 
yang tidak mau membayar dengan berbagai alasan, ada juga pedagang yang 
membayar kurang dari tarif yang telah ditetapkan, dan ada juga pedagang yang 
memiliki 2 tempat berdagang tapi hanya ingin membayar untuk 1 tempat saja 
(Wawancara dengan Rahmatia – Kepala Urusan Penagihan). 
Pencapaian realisasi retribusi pasar butung sebesar Rp 648.376.000,- dari 
target yang telah ditetapkan Rp 630.900.000,-adalah sebesar 103 % atau “sangat 
efektif”. Hal ini dikarenakan penetapan target ditentukan berdasarkan pengalaman 
perolehan tahun sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan potensi hasil 
penelitian sebesar Rp 1.050.835.000, hasilnya baru mencapai 64 % atau masih 
“kurang efektif”, sehingga untuk kedepannya harus bisa ditingkatkan menjadi 
lebih efektif bahkan sangat efektif, sehingga setiap tahun selalu terjadi 
peningkatan. 
Berdasarkan hasil perhitungan efektivftas antara Pasar Terong dan Pasar 
Butung oleh PD. Pasar Makassar Raya terlihat Pasar Terong tergolong efektif dan 
Pasar Butung tergolong sangat efektif. Namun apabila kita membandingkan antara 
potensi yang didapat dengan realisasi yang dicapai oleh pengelola pasar, ternyata 
Pasar terong tergolong tidak efektif dengan persentase sebesar 30% dan Pasar 
Butung tergolong kurang efektif dengan persentase 62%. Berkaitan dengan hal 
tersebut diharapkan PD. Pasar Makassar Raya dalam menentukan target harus 
sesuai dengan potensi yang ada.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai retribusi pasar, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1) Dari hasil perhitungan potensi terlihat kedua pasar memiliki potensi yang 
cukup besar, potensi ini jauh lebih besar dibandingkan realisasi yang 
diperoleh oleh pengelola pasar, sedangkan Pasar Butung memiliki potensi 
penerimaan retribusi pasar yang cukup besar, potensi ini jauh lebih besar 
dibandingkan dengan realisasi yang diperoleh oleh pengelola pasar. 
Rendahnya penerimaan dari pengelola Pasar Butung dibandingkan dengan 
pihak ketiga (developer) disebabkan pengelola pasar hanya memungut 2 jenis 
retribusi yaitu retribusi perhari dan parkir, sisanya dipungut oleh pihak ketiga 
(developer). Hal tersebut dikarenkan pihak ketiga (developer) yang 
membiayai listrik dan lain-lain.  
2) Efektifitas penerimaan retribusi Pasar Terong realisasi pencapaiannya pada 
tahun 2013 berdasarkan target yang ditentukan oleh pengelola pasar sudah 
efektif, namun jika dibandingkan dengan efektifitas hasil penelitian 
berdasarkan potensi tanpa memasukkan penerimaan dari pihak ketiga 
(developer) ternyata tidak efektif, sedangkan efektivitas pencapaian realisasi 
retribusi Pasar Butung berdasarkan target yang ditentukan oleh pengelola 
pasar ternyata sangat efektif, namun jika dibandingkan dengan potensi hasil 
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penelitian tanpa memasukkan penerimaan dari pihak ketiga (developer) 
ternyata masih kurang efektif. 
 
5.2. Saran  
Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut: 
1). Berdasarkan data dari hasil penelitian yang diperoleh ternyata penentuan target 
tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh kedua pasar tersebut, maka 
diharapkan oleh pengelola pasar khususnya Pasar Terong dan Pasar Butung 
dalam menentukan target harus sesuai dengan potensi yang ada.  
2). Berdasarkan data yang didapat ternyata masih banyak tempat berjualan yang 
tutup atau tidak dihuni. Oleh karena itu perlu dicari solusi atau langkah–
langkah yang harus segera dilakuakan, misalnya dengan mempromosikan 
atau menginformasikan kepada masyarakat calon pedagang dan menghimbau 
atau menyarankan/menertibkan kepada pemakai kios dan lainnya tentang 
penataan/penempatan barang supaya menarik, dan pasarmenjadi rapi, 
pemakaian kios dan lainnya perlu dikelompokkan berdasarkan spesifikasi 
barang dagangan. 
3). Mengingat Dinas pengelola pasar adalah unsur pelayanan kepada masyarakat 
khususnya pamakai jasa pengeloaan pasar yaitu pedagang dan konsumen 
maka perlu diperhatikan kepuasan konsumen dengan menjaga kebersihan dan 
keamanan pemakai jasa dengan cara memperhatikan fasilitas yang kurang 
untuk ditambahkan, pemeliharaan sarana dan prasarana pasar khususnya 
Pasar Terong. 
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4). Meningkatkan kemampuan pengelolaan pasar, maka perlu dilaksanakan 
program peningkatan SDM pengelola pasar misalnya dengan cara pelatihan 
atau studi lanjut. Disamping itu, agar supaya keberadaan pasar cukup 
menyenangkan bagi pengguna jasanya, maka kantor pengelola pasar perlu 
menyususun langkah kongkrit atau operasional dalam mengembangkan 
informasi pasar khususnya Pasar Terong. 
5). Meningkatkan tarif retribusi dikarenakan apabila kita membandingkan omset 
dengan retribusi yang dikenakan untuk pedagang relatif terlalu kecil. Untuk 
itu perlunya meningkatkan tarif retribusi bagi pengelola pasar terutama tarif 
perhari. 
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